BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN PENANGGULANGAN
FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

1. Latar Belakang Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan
Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza)

Globalisasi merupakan tantangan, masalah, dan potensi uUnNtuk
pembangunan nasional berwawasan kesehatan di masa mendatang. Berbagai
ancaman eksternal yang mungkin akan menjadi faktor penghambat dalam
pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain; dampak negatif era
globalisasi dapat menimbulkan ancaman penyebarluasan penyakit karena sifat
penyabaran penyakit menular yang tidak mengenal batas antar negara atau
wilayah, masih sering terjadinya wabah penyakit menular. Ditambah dengan
adanya otonomi daerah yang berdampak negatif dalam pelaksanaan
penanggulangan penyakit menular, seperti desentralisasi manajemen kesehatan
dimana adanya disparitas kesenjangan dalam pembiayaan dan kemampuan
pengelolaan program antar daerah

Sepertl halnya wabah penyakit menular flu burung atau avian influenza
disingkat dengan Al yang telah menjadi isu global. Flu burung merupakan infeksi
yang disebabkan oleh virus .influenza A subtipe HSN1 (H=hemaggiutinin;
N=neuraminidase) yang pada umumnya menyerang unggas (burung dan ayam).
Setidaknya ada tiga tipe virus influenza yang harus diwaspadal penularannya
oleh manusia, yaitu tipe A, B dan C. Walaupun ketiganya dapat menyerang

manusia, namun yang menyerang manusia paling serius dan paling ganas
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adalah wvirus tipe A sub tipe HBN1, karena dapat menyebabkan kematian
Sebenarnya virus flu burung tidak mudah menular kepada manusia. Tetapi hal ini
bisa berubah karena terjadinya mutasi atau reassortment genetis (bercampumya
gen influenza pada hewan dan manusia) sehingga dalam perkembangannya
penyakit flu burung tidak hanya menyerang unggas, tetapi juga menyerang
manusia (zoonotik). Bila dilihat dari proses penularannya, flu burung dapat terjadi
secara langsung maupun tidak langsung. Flu burung dapat menular secara
langsung melalul kontak antara unggas yang terinfeksi dengan manusia, atau
virus flu burung dapat menular melalui udara, kotoran hewan atau air, Dilihat dari
risiko bagl penderitanya, penyakit flu burung termasuk kategon penyakit menular
yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian dan menjadi
wabah serta menimbulkan malapetaka, Pada tahun 1997 infeksi flu burung telah
menular dar unggas ke manusia dan sejak saat itu telah terjadi 3 kali outbreak
infeksi virus influenza A subtipe HSN1. Virus ini kemudian menyebar keseluruh
dunia, dengan tingkat persebarannya hingga 25 Agustus 2005, di selurubh dunia
tercatat 112 kasus yang telah terkonfirmasi (confirmed case) pada manusia, 57 di
antaranya meninggal ** Dan sejak pertengahan Desember 2003 sampai
sekarang, virus inl kemudian merebak di Asia. Berdasarkan kajian pakar, wirus
H5N1 merupakan salah satu virus yang paling mungkin menyebabkan pandemi
influenza yang diperkirakan dapat menimbulkan kematian puluhan sampai
ratusan juta manusia di dunia selama masa pandemi,

Khusus di Indonesia, total data endemik kasus flu burung yang

menyerang manusia dar tahun 2005 - 2008 sebanyak 136 orang, dan yang

Kepala Bappenas, Op O him. 2.
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dinyatakan meninggal sebanyak 111 orang * Kasus flu burung pada manusia
endemis di 12 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau dan
Bali. Data perkembangan endemis flu burung tahun 2005 s/d Juli 2008 adalah
sebagai berikut™

1. Tahun 2005 : Konfirmasi sebanyak 20 orang dan dinyatakan meninggal 13

orang. Tersebar di 5 Propinsi (65% meninggal).

[R]

Tahun 2006 - Konfwmas) sebanyak 55 orang dan dinyatakan meninggal
sebanya 45 orang, Tersebar di 8 Propinsi (81% meninggal).
3. Tahun 2007 : Konfirmasi sebanyak 42 eorang dan dinyatakan meninggal
sabanyak 37 orang. Tersebar di 10 Propinsi (88% meninggal)
4. Tahun 2008 per 17 Juli . Konfirmasi sebanyak 19 orang dan dinyatakan
meninggal sebanyak 16 orang. Tersebar di 5 Propinsi (84% meninggal}
Sampai saat ini Indonesia telah masuk dalam fase 3 atau waspada
pandemi yaitu adanya infeksi dari unggas ke manusia sedangkan penularan dan
manusia ke manusia tidak ada atau penularannya terbatas hanya pada kontak
erat.™
Oleh karena itu, pencegahan dan pengendaliannya merupakan hal yang
sangat penting dalam penanggulangan fiu burung. Penanganan yang serius
perlu segera diambil agar wabah flu burung tidak bermutasi menjadi flu yang

menular dari manusia ke manusia dan menjadi wabah pandemi influenza.

Kerugian yang terjadi seandainya virus flu burung menjadi flu yang menular dari

™ Komite Nasicnal Pengendalian Flu Burung dan Pandami Influenza, Op. Cif | slide 3,

2 bid siide 3.4

¥ Depanemen Kesehatan Rl Pedoman Penatalaksanaan Flu Burung di Rumah Sakit, Depkes RI, 2007
nirm. 1.2
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manusia ke manusia akan sangat besar berupa terjadinya pandemi flu burung
yang paling ditakutkan oleh masyarakat di dunia, dan juga berdampak pada
kerugian ekonomi akibat banyaknya unggas yang harus dimusnahkan, kerugian
berupa biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah karena banyaknya orang
yang sakit dan bahkan meninggal dunia serta menurunya kualitas sumber daya
manusia.

Mencermati situasi di atas, menuntut pemerintah untuk segera bertindak
sebagal konsekuensi penyelenggaraan bernegara, pemerintah sebagai salah
satu unsur negara juga memiliki fungsi pemerintahan yang sangat luas yang
menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat termasuk kesehatan agar
tujuan negara dapat tercapai.

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD
1945 menyatakan

‘Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melakukan campur
tangan dalam berbagal segi kehidupan masyarakat, termasuk bidang kesehatan.
Campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat yang ingin dicapai
tersebut adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagli warga
masyarakatnya khususnya dalam hal ini di bidang kesehatan. Hal tersebut
sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang pada

dasarnya mengacu kepada peran negara yang aktif mengelola dan
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menyelenggarakan kesejahteraan umum disegala bidang kehidupan masyarakat
yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin
ketersediaan pelayanan kepentingan umum dan salah satunya adalah pelayanan
bidang kesehatan. Peran negara di bidang kesehatan mencakup tanggung jawab
negara untuk menjamin kertersediaan pelayanan kesehatan melalui upaya
kesehatan vyang tersedia (available), menyeluruh, wajar {appropriate),
berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai
(accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient), bermutu (guality) dan
tidak diskriminatif yang bertujuan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya serta dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat yakni hak atas
kesehatan sesuai dengan arah pembangunan nasional

Adanya campur tangan pemerintah di bidang kesehatan tersebut
merupakan tindakan/perbuatan pemerintah dengan memberikan kewenangan
kepadanya untuk menjalankan fungsi pemerintahan yakni dalam bentuk
mengatur, membina dan mengawasi serta menyelenggarakan pelayanan
kepentingan publik, Kewenangan pemerintah dimaksud dalam hal ini adalah
mengatur bentuk-bentuk pemeliharaan kesehatan masyarakat, salah satunya
adalah  pengaturan  penanggulangan — penyakit —menular  termasuk
penanggulangan flu burung pada manusia yang akan dibahas dalam tesis ini.

Tindakan/perbuatan pemerintah dalam pengaturan penanggulangan fiu
burung meliputi 2 (dua) bentuk tindakan hukum, yakni perbuatan pemerintah
yang bukan perbuatan hukum dan perbuatan pemerintah yang merupakan
perbuatan hukum. Dalam Hukum Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat

dengan HAN, yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah vang bukan



perbuatan hukum (feteljke handelingen) adalah suatu tindakan pemerintah
terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum. Apabila kewenangan
pemerintah dalam penanggulangan flu burung untuk melakukan perbuatan yang
bukan termasuk perbuatan hukum misainya pemerintah menghimbau
masyarakat untuk melakukan kegiatan mencuci tangan sebelum dan sesudah
melakukan aktivitasnya agar terhindar dari flu burung, maka tidaklah perlu diatur
suatu ketentuan yang berisi kewenangan dalam melakukan perbuatan
pemernntah yang bukan termasuk perbuatan hukum. Sedangkan, perbuatan
pemerntah yang merupakan perbuatan hukum (recht handelingen) merupakan
suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat
hukum. Dalam hal ini,; pelaksanaan perbuatan hukum pemerintah dalam
penanggulangan flu burung antara lain pembuatan produk-produk hukum baik
yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan
pelaksanaan/enuntiantie

Secara umum, bentuk perbuatan hukum pemerintah tersebut dibedakan
dalam perbuatan hukum yang bersifat hukum publik, yakni perbuatan hukum
yang dilakukan berdasarkan hukum publik, yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori,
yaitu (1) beschikking (mengeluarkan putusan), (2) Regeling (mengeluarkan
peraturan); (3) Maternele (melakukan perbuatan materiil). Dan perbuatan hukum
yang bersifal hukum privat, yakni perbuatan hukum yang didasarkan pada
ketentuan hukum keperdataan, ®

Menurut sifatnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah

dalam mengatur penyelenggaraan kepentingan pelayanan kesehatan bagi

7 Luthi Effend), Op.Cit_him.27. Lihat pula Ridwan H R e Cit, him. 114
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masyarakat khususnya penanggulangan flu burung, termasuk ke dalam
perbuatan hukum publik. Sedangkan, kategori dan perbuatan dimaksud dibuat
dalam bentuk beschikking dan regeling.

Regeling merupakan perbuatan pemerintah yang mengikat secara umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pengaturannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon, bahwa : "peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis
untuk menunjukkan norma pemerintahan sebagai alat ukur bagi keabsahan
tindak pemerintahan",* Sedangkan menurut Maria Indrati Soeprapto, yang
menyitir pemikiran A. Hamid S: Attamimi, istiah keputusan dalam arti luas
mencakup peraturan (regeling) dan penetapan (beschikking). Apa yang disebut
penetapan ini adalah keputusan dalam arti sempit yang berlaku sekali saja
(einmahiig), sementara peraturan berlaku terus-menerus (dauerhafti). ™

Dalam suatu negara hukum setiap perbuatan hukum pemenntahan selalu
harus didasarkan pada asas legalitas (wetmaligheid vanbestuur) atau harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Artinya, perbuatan
hukum pemerntahan itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam
rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani
kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang
bersangkutan. Dan tentunya setiap ketentuan undang-undang melahirkan

kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

" Philipus M. Hedjon, etal, Op Cit, him. 1350
™ Mana Indratl Soaprapto, Op. Cit, hilm, 108
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Sehingga membawa konsekuensi bahwa wewenang pemerintah itu sudah
ditentukan dan menjadi send| utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks HAN, kewenangan pemerntah yang sah bersumber dari
peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Terdapat tiga kategori
kewenangan yang sah, yaitu (a) atributif, yakni kewenangan yang muncul karena
undang-undang dasar, (b) delegatif, yakni limpahan kewenangan dari organ
pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya; (c) mandat, yaitu
kewenangan dari atasan kepada bawahan

Dasar kewenangan pemerintah dalam pengaturan penanggulangan flu
burung dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU
Wabah Penyakit Menular dan UU Kesehatan. Kewenangan pemerintah untuk
mengatur penanggulangan penyakit fiu burung pada manusia dibenkan kepada
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atas kuasa undang-
undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU Wabah
dan Pasal 154 ayat (1) UU Kesehatan Kewenangan yang digunakan oleh
pemerintah ini termasuk dalam kewenangan yang bersifat atributif. Secara yuridis
wewenang Yyang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari
peraturan  perundang-undangan, - dalam artian pemerintah memperoleh
kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan
perundang-undangan tersebut atau dengan kata lain pelaksanaan kewenangan
ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang sebagaimana tercantum
dalam peraturan dasamya, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat

berada pada pejabat ataupun pada badan tersebut.

*  Endang Wahyati, Op Cit | slide &7
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Namun seiring dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yakni
pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi
Daerah, selanjutnya disingkat dengan WUU Otonomi Daerah. Maka
kewenanganan atributif yang dimiliki oleh pemerintah, juga dilengkapi dengan
kewenangan delegatif dan kewenangan mandat. Dalam pengaturan
penanggulangan flu burung, Pasal 155 ayat (1) UU. Kesehatan memberikan
ketentuan mengenal kewenangan delegasi dan kewenangan mandat tersebut
kepada pemenntah daerah diwilayahinya masing-masing Pada kewenangan
delegatif yang terjadi hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu
kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridisnya tidak lagi teretak pada
pemberi delegasi (delegans) tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).
Sedang pada kewenangan mandat, penerima mandat (mandatars) hanya
bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) yang tanggung jawab
akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat.”'

Walaupun demikian, kewenangan pemerintah dimaksud, tidak boleh
mengandung unsur-unsur pelanggaran, yakni®® Detournement de pouvoir
(penyalahgunaan  wewenang), Willkeur (bertindak sewenang-wenang),
Onbevoedheid ratione matenae (kewenangan Yyang cacat materi/obyek),
Onbevoegheid ratione loci (kewenangan yang cacat wilayah), Onbevoegheid

ratione lempons (kewenangan yang cacat waktu berlakunya).

" Rigwan H.R.,Op. Cit. him.108-109
¥ Endang Wahyati, Op Cif slide 70 - 72
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Dengan demikian, kewenangan sah yang diperoleh oleh pemerintah
tersebut merupakan hal yang penting, karena berkenaan dengan
pertanggungjawaban hukum (rechtelike verantwording) dalam penggunaan dari
wewenang tersebut, sebagaimana salah satu prinsip negara hukum yakni tidak
ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Mengenal hal ini, sebagaimana
dikemukakan oleh Eddy Pranjoto dalam disertasinya:™

“tanpa landasan hukum bagi tindak pemerintahan berarti pemerintah telah

bertindak sewenang-wenang atau willekeur dan alat pemerintahan yang

mengambil keputusan itu telah menyalahgunakan wewenangnya atau
detournement de pouvoir terhadap warga masyarakat baik perorangan
maupun badan hukum privat”,

Pelaksanaan tindakan pemerintah oleh suatu badan atau pejabat
administrasi negara dalam membuat keputusan, memperoleh kewenangan yang
didelegasikan atau diatribusikan oleh peraturan yang berada diatasnya  Akan
tetapi tidak semua maten terakomodasi secara lengkap dan jelas dalam
peraturan tertulis. Sehingga, menyebabkan delegasi dan atribusi tersebut belum
ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksanaan, atau peraturan yang ada
tidak memuat kejelasan apapun. Untuk itulah, terdapat suatu kewenangan
diskresioner (pouvoir discretionnaire, freies Ermessen) yang dimiliki pejabat
administrasi negara yang memperbolehkan membuat kebijakan dalam rangka
mengambil tindakan mendesak ® Kewenangan ini tidak serta merta secara

bebas dimiliki oleh pejabat - publik tersebut, akan tetapi harus dapat

dipertanggungjawabkan (dalam bahasa Belanda toerekenbaarheid, dalam

* Eddy Pranjota, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah aleh PTUN dan Badan

Pertanahan Nasional Utoma, Bandung, 2008, him 99,
M Lihat Shidarta, Karakterlstik Penalaran Hukum dalam Konteks Kelndonesiaan, Disaras LUNFAR

Bandung, 2004, him, 338
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bahasa Inggris accountability) sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Good
Governance” atau asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa pemerintah memiliki kewenangan
diskresioner yakni kewenangan untuk membuat kebjjakan dalam rangka
mengambil tindakan mendesak yang dilakukan oleh pejabat/badan administrasi
negara. Kewenangan yang dimaksud berupa peraturan kebijaksanaan yang
dikenal dengan istilah freies Ermessen/kewenangan bebas, *

FreieskErmessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan
kelemahan di dalam penerapan wetmatigheid vanbestuur. Bagi negara yang
bersifat welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan
secara maksimal dalam melayan kepentingan masyarakat yang berkembang
pesat sejalan dengan perkembangan limu pengetahuan dan teknologi. Sehingga
dapat dikatakan bahwa tidak selalu setiap tindakan pemerintah tersadia
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dapat terjadi, dalam kondisi
tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan
persocalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum
tersedia. Dalam kondisi tersebut, kepada pemerintah diberikan kebebasan
bertindak (disceresionare power) yaitu melalui freies ermessen, sebagai salah
satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan
administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya
pada undang-undang.

Meskipun kepada pemerintah diberikan FreiesEmmessen, dalam suatu

negara hukum penggunaannya harus dalam batas-batas yang dimungkinkan

% |Ridwan H.R..Op. Cit, him 177-183
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oleh hukum yang berlaku, dalam artian penggunaannya tidak boleh bertentangan
dengan sistem hukum yang berlaku serta hanya ditujukan demi kepentingan
umum. Dalam HAN, frejes Ermessen diberikan hanya kepada pemerintah untuk
melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan apabila
diwujudkan dalam instrumen yuridis/kebijakan yang tertulis disebut sebagai
peraturan kebijaksanaan yang inherent aan het bestuur. Peraturan ini semacam
hukum bayangan dari undang-undang atau hukum, yang dikenal dengan istilah
pseudo-wetgeving (perundang-undangan semu) atau spigelsrecht (hukum
bayangan/cermin),™

Dalam penanggulangan flu burung, kewenangan bebaslfreies enmessen
ini digunakan oleh pemerintah dalam situasi penyebaran flu burung yang sudah
memasuki kondisi Kejadian Luar Biasa atau KLB, Selain itu juga dalam peraturan
perundang-undangan kesehatan maupun peraturan kesehatan lainnya belum
ada peraturan khusus yang mengatur mengenai penyakit flu burung sebagai
penyakit yang menular kepada manusia dan bagaimana penanganan
penanggulangannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa freies Ermessen
merupakan tindakan efektif yang ditempuh oleh badan atau pejabat publik untuk
mengatasi suatu permasalahan atas dasar kebijaksanaan yang bertujuan demi
kemaslahatan. Freias Ermessen tidak mengikat hukum secara langsung, namun
mempunyai relevansi hukum. yang merupakan bagian dar kegiatan
pemerintahan atas dasar penggunanan discretionaire.

Lebih lanjut, dalam suatu negara khususnya yang menggunakan konsep

welfare state atau negara kesejahteraan, pemberian kewenangan yang luas

" Ricwan HR  Op Cithim 177-183




kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan
kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan sebagai
sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemernintah khususnya dalam hal ini
kebijakan penanganan penanggulangan flu burung. Pembuatan kebijakan ini
oleh pemenntah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau
didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan syarat-syarat formil dan materl sebuah
kebijakan.

Istilah kebijakan itu sendiri merupakan terjemahan dari policy, biasanya
dikaitkan dengan keputusan-keputusan pemenntah yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan pemerintahan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan masyarakat, dan
bertanggungjawab melayani kepentingan publik, termasuk kepentingan
masyarakat akan pelayananan kesehatan " Sedangkan pengertian publik dalam
bahasa Indonesia mengandung arti pemerintah, masyarakat atau umum. Namun
disini dalam kebijakan penanggulangan flu burung, publik yang dimaksud adalah
publik dalam dimensi obyek yang dikenai kebijakan yakni masyarakat. Dan
dalam dimensi subyeknya, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah
kebijakan pemerintah dan karena berasal dari pemerintah maka memiliki
kewenangan penuh yang dapal memaksa masyarakat untuk mematuhinya
dengan disertai sanksi-sanksinya. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman

umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat umum.

¥ Said Zainal Abidin, Op. Cit. him. 17-18,
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Oleh karena itu, untuk membuat suatu kebijakan, kebijakan yang satu
harus merupakan kelanjutan kebijakan lainnya dan dapat menunjang kebijakan
terdahulu. Ketidakmampuan melihat keterkaitan antara kebijakan-kebijakan akan
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan yang
berdiri sendiri tentunya akan sult dilaksanakan Salah satu contoh adalah
ketentuan Bab X Bagian Kesatu tentang Penyakit Menular UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan adalah tidak bisa lepas dari UU No. 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular. Kebijakan yang baru harus dapat mengatasi
kelemahan-kelemahan  kebijakan terdahulu agar kesalahan/kegagalan
pelaksanaan Kebijakan dapat dihindarkan. Kebijakan yang baru tentunya juga
tidak harus merubah semua unsur dalam kebijakan yang terdahulu, hai-hal yang
baik dapat dipertahankan, bahkan bila perlu dikembangkan.

Kebijakan pada dasamya merupakan suatu pedoman untuk bertindak,
baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, guna mencapai
tujuan yang membutuhkan suatu pengaturan mengenai apa saja yang akan
dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara.
Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dan memiliki unsur memaksa untuk
ditaati, maka suatu kebijakan harus didukung oleh suatu kekuasaan yang harus
berdasar hukum yang berlaku. Ini berarti setiap kebijakan pemerintah harus
mendapat pengesahan DPR atau setidaknya perlu ada konfirmasi dari DPR
agar memiliki kekuatan untuk memaksa.

Kebijakan publik itu sendiri memiliki 3 (tiga) jenis kebijakan, yakni * (1)

kebijakan umum, yakni kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

® jbid. him 31 -33
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pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi
keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; (2) Kebijakan
pelaksanaan, yakni kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; (3) Kebijakan
Teknis, yakni kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan
pelaksanaan. Kebijakan teknis merupakan penjabaran yang lebih terperinci
mengenai teknis pelaksanaan suatu kebijakan pelaksanaan, umumnya kebijakan
teknis dibuat oleh dinas/instansi sebagai pelaksana teknis.

Ketiga kebijakan tersebut umumnya dibuat oleh para pejabat yang
memang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat demi mewujudkan
masyarakat yang sejahtera Setiap kebijakan merupakan suatu pedoman, aturan,
arahan, ketentuan yang harus dilaksanakan baik oleh pelaksana teknis maupun
masyarakat agar setiap kegiatan teknis secara konsisten dapat dilakukan dan
tidak menyimpang sehingga memberkan dampak vyang positif bagi
kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan dari kebijakan itu sendin merupakan langkah yang sangat
penting dalam proses suatu kebijakan. Tanpa pelaksanaan yang benar, suatu
kebjjakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam
kehidupan bermasyarakat. Telah banyak berbagal kebijakan baik dalam bentuk
undang-undang yang disertai peraturan pemerintah. sebagai peraturan
pelaksanaannya, maupun ‘dalam - bentuk Keppres atau peraturan
menterikeputusan menteri yang baik, mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi
ternyata kemudian tidak mempunyal pengaruh apa-apa terhadap kehidupan
bermasyarakat dan bernegara karena kebijakan tersebut tidak mampu

dilaksanakan, dilaksanakan tapi tidak konsisten, dilaksanakan tapi tidak
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mendapat tanggapan dan masyarakat bahkan mendapat tantangan atau bahkan
tumpang tindih dengan kebijakan yang lain sehingga dalam perjalanan
pelaksanaanya tidak mencapal tujuan,

Seperti halnya pada kebijakan mengenai penanggulangan flu burung,
penanganan penanggulangan flu burung pada awalnya menjadi kewenangan
Departemen Pertanian dan Peternakan yang kemudian disingkat dengan Deptan,
khususnya Direktorat Kesehatan Hewan. Namun, ketika flu burung telah
berdampak pada kesehatan manusia dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
manusia, kebijakan penanganan pada Deptan dan Departemen Kesehatan yang
selanjutnya disingkat Depkes. Akan tetapi, dalam proses pembuatan kebijakan,
kedua departemen ini mengeluarkan kebijakan yang kurang serasi sehingga
penanganannya menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, dalam kebijakan Depkes
yang berpegang pada UU Wabah terdapat rumusan mengenai penanggulangan
flu burung dilakukan dengan depopulasi atau pemusnahan unggas untuk
memutus semua mata rantai penularan. Sebaliknya kebijakan Deptan yang
mengacu pada UU Na. 6 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan UU No. 18
Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, justru
berpandangan bahwa tidak ada dasar ilmiah kuat untuk melakukan pemusnahan
secara menyeluruh, karena belum tentu semua unggas tertular virus tersebut.
Disamping itu, meskipun konsep dan arah Kebijakan yang dikeluarkan
pemerntah sudah sangat balk, namun implementasi dilapangan yang
menunjukkan tidak adanya saling percaya antara masyarakat, para pelaku
industri  perunggasan, pemerintah dan antar instansi pemerintah yang

disebabkan adanya kendala geografi, otonomi daerah dan rendahnya kesadaran

106



dari masyarakat membuat suatu kebijakan menjadi tidak efektif bahkan
cenderung menjadi tidak berpengaruh apa-apa.

Olen karena itu, jelas bahwa tingkat kemampuan melaksanakan
pemerintahan dapat dilihat pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan
setiap kebijakan yang telah dibuatnya *™ Berhasil atau tidaknya pelaksanaan
kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi
pelaksanaan kebijakan. Melaksanakan kebijakan yang tidak memiliki kualitas
baik maka tidak ada manfaatnya untuk dilaksanakan karena akan menguras
tenaga dan biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
atau kebijakan lain yang lebih berkualitas.

Hal im dapat dilihat pada kebijakan penanggulangan flu burung yang
dilakukan oleh kedua departemen tersebut, yakni Deptan dan Depkes Pada
Deptan, sejak fase 3 (penularan dari hewan ke manusia) semestinya upaya
penanggulangan lebih diutamakan pada unggas dengan upaya jangka pendek
ditekankan pada vaksinasi unggas yang dekat dengan pemukiman padat
penduduk, yakni dengan depopulasi unggas dengan prevalensi H5N1 tinggi dan
membatasi populasi unggas dengan cara tata laksana peternakan yang aman
bagi manusia dan pengendalian wabah penyakit pada ternak Akan tetapi,
Deptan justru mengambil kebijakan dengan melakukan pemusnahan unggas dan
hewan lain yang dianggap juga dapat menjadi sumber penularan virus seperti
babi dengan menggunakan uji antigen cepat (rapid antigen test) memperlihatkan
bagaimana suatu proses pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan baik. Di

pihak Depkes, pembenahan dari sisi aspek kesehatan masyarakat yang sangat

¥ Ibid tim. 189
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lemah, sehingga menunjukkan kesehatan belum menjadi isu utama dalam politik
nasional untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam
kasus flu burung ini, pemerintah semestinya lebih berorientasi pada upaya
memperbaiki kesehatan masyarakat. Akan tetapi Depkes justru lebih
mengupayakan pada upaya penyediaan Tamiflu yang belum tentu dapat
mengatasi perluasan penularan virus H5N1, namun hanya memberikan rasa
aman semu (false security) '™ Sehingga, dari hal-hal tersebut di atas seharusnya
dalam mekanisme pengambilan keputusan teknis penanggulangan fiu burung
semestinya harus berlandaskan pada informasi ilmiah yang dibahas diantara
para ahli {dalam hal ini sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang
itu) berdasarkan analisa risiko, epidemiclogi, surveilan dan laboratorium
sebagaimana langkah-langkah upaya penanggulangan wabah yang diatur dalam
Pasal 5 UU Wabah.

Disamping itu, kendala lainnya yang menyebabkan kebijakan
penanggulangan flu burung menjadi tidak efektif, yakni kurangnya sosialisasi
untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap bahaya fiu burung, yang bisa
dilihat dari tingkat pengetahuan yang kurang tentang flu burung, kewaspadaan
(awareness) yang rendah dilihat dan pola konsumsi terhadap unggas yang tetap
tinggi, biosekuriti dan tindakan preventif lainnya yang minimal oleh petermak dan
pekerja pengolahan hasil ternak, serla masih ditemukannya unggas berkeliaran
di permukiman. Hal tersebut tidak bisa dihilangkan, karena sebagian besar pola
peternakan masyarakat adalah pola peternakan rakyat sektor 4 (village or back

yard production) di mana manusia "bergaul" dengan hewan peliharaan. Budaya

"™ S Hartati Semhadi, Op. Cit, hitp://detik_com/uplosds/2008/pd?
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bergaul dengan unggas ini sulit dihilangkan karena adanya ikatan historis dan
ikatan batin dengan jenis unggas kesayangan."’ Ini adalah suatu bukti betapa
ternak menjadi teman dan aset bagi masyarakat.

Kemudian, untuk menuntaskan kasus flu burung tentu dibutuhkan biaya
yang amat besar untuk ganti rugi ternak rakyat yang dimusnahkan, pengadaan
vaksin dan operasionalnya, pengadaan antiviral (Tamifiu), pengadaan peralatan
diagnostik dan isolasi pasien serta survei dan pemantauan. Belum lagi
kurangnya sensitivitas petugas kesehatan dalam menegakkan diagnosa kasus
flu burung, yang bisa dilihat dan kurangnya keterampilan petugas dalam cegah
dini dan deteksi dini flu burung, sehingga standar minimal penanganan atau SOP
yang sesual anjuran WHO belum dapat dwujudkan Ditambah dengan
terbatasnya kesiapsiagaan health provider terhadap ancaman pandemi,
meskipun sebanyak 44 rumah sakit rujukan flu burung telah ditetapkan oleh
Depkes, namun apakah telah memenuhi standar kuantitas dan kualitas sarana
prasarana pendukungnya terutama bila terjadi pandemi Masalah anggaran,
keterbatasan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sarana prasarana
menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan flu
burung.

Tingkat koordinasi penanganan yang belum tenintegrasi pun dapat pula
menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya
penanggulangan flu burung. Kasus flu burung bukan lagi masalah kesehatan
semata, tetapi telah berimplikasi pada masalah ekonomi, politik, sosial, budaya

bahkan pertahanan dan keamanan Sehingga persoalan penanganan fiu burung

I ihid | hitpidetik com/uploads/2008/pdf
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tidak bisa diselesaikan oleh Deptan dan Depkes saja, namun juga harus
melibatkan unsur mayarakat secara aktif, pers, LSM dan pihak swasta.

Dengan demikian, dar kondisi kendala di atas dapat dilihat bahwa suatu
strategi yang baik akan memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan
kebijakan. Kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan tidak berarti  karena
substansi kebijakannya yang kurang baik, tetapi karena strategi yang diambil
tidak tepat. Suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila
mengandung beberapa elemen, sebagai barikut: =
a). Tujuan yang ingin dicapai untuk membuat kebijakan itu.

b). Asumsi yang dipakal dalam proses perumusan kebijakan itu realistis.
¢). Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.

Selain itu, perlu diperhatikan juga mengenai konsep dasar dalam
melaksanakan kebijakan yaitu pertama, konsep peralatan (policy instruments)
adalah cara yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan atau yang hendak dicapai Peralatan kebijakan
sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia aparatur pemerintah yang dapat
menjadi subjek yang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan untuk
melaksanakan kehijakan yang telah ditetapkan. Sebagal objek, sumberdaya
manusia berhubungan dengan penerimaan suatu kebijakan.'” Kedua, konsep
kewenangan yang ada untuk melaksanakan Kewenangan adalah kekuasaan
tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui pihak-pihak  lain  untuk
menggunakan peralatan yang ada dalam melaksanakan kebjjakan. Kewenangan

berhubungan dengan organisasi yang bersangkutan dan peraturan perundang-

'™ gaid Zalnal Abidin. Op Cit him. 1§2-133
B b him 189,
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undangan yang mengatumya Organisasi yang terdapat di Indonesia dikenal
organisasi tingkat pusat, organisasi tingkat propinsi dan organisasi tingkat
kabupaten dimana masing-masing memiliki kewenangan dan yurisdiksi
administrasi tertentu '™ Dan juga periu diperhatikan apakah itu merupakan suatu
kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan atau kebijakan teknis. Perlu juga
dibedakan pengertian antara pelaksanaan kebijakan umum, kebijakan
pelaksanaan atau kebijakan teknis/operasional

Dalam melaksanakan suatu kebyakan diperiukan faktor pendekatan
pelaksanaan, proses pelaksanaan pada umumnya mengarah pada pendekatan
yang bersifat sentralistk. Apa yang dilaksanakan adalah apa yang telah
diputuskan/ditetapkan. Dalam masyarakat demokratis, peranan rakyat sebagai
pemilik negara harus selalu diperhatikan karena akibat dari suatu kebijakan
pemerintah yang terkena dampaknya yang terbesar adalah ditingkat
masyarakat.'™ Kebijakan publik adalah memang kebijakan pemerintah, tetapi
semua kegiatan dan kebijakan terssbut dan hasil akhir dari kegiatan tersebut
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik negara.
Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus dapat diterima oleh masyarakat dan
harus bermanfaat yang besar bagl masyarakat:

Tidak semus kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempumna, karena
pelaksanaan kebijakan pada umumnya- lebih sukar dari sekedar
merumuskannya. Pelaksanaan kebijakan menyangkut kondisi nil yang sernng
berubah dan sukar diprediksikan. Seringkali terjadi kesenjangan antara apa yang

dirumuskan dengan apa yang dapat dilaksanakan. Kesenjangan-kesenjangan

"™ Ihid him. 201-202
"™ Jhid him_ 203
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tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak
sebagaimana mestinya, tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses
pelaksanaannya. Walaupun pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ada, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai
hambatan yang tidak dapat diatasi atau diantisipasi sebelumnya. '™

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditark suatu kesimpulan bahwa
timbulnya kewenangan pemerintah dalam pengaturan penanggulangan flu
burung dilatarbelakangi oleh konsep welfare’ state yang dianut oleh negara
Indonesia, yakni suatu konsep yang mendasari adanya kewenangan yang sah
dari pemenntah untuk turut campur dalam melakukan berbagai kegiatan
pemenntahan guna melaksanakan tugas-fugas penyelenggaraan kepentingan
umum. Dalam konsep welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan
pelayanan terhadap masyarakat.

Setlap perbuatan pemerintah untuk turut campur dalam pengaturan dan
penyelenggaraan penanggulangan flu burung, balk itu dilakukan dengan
feitelijkehandelingen maupun rechtshandelingen harus berdasarkan welgeving
van bestuur. Sedangkan rechthandelingen (perbuatan hukum pemerintah) sendir
dalam penanggulangan flu burung bersifat hukum publik yang dibuat dalam
bentuk beschikking dan regeling.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan permasalahan penanganan
penanggulangan flu burung, pemerintan berwenang untuk melakukan
pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan setiap

tindakan/perbuatan pemerintah tersebut harus berdasarkan atas hukum atau

'™ bt him, 208-207



asas legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan/perbuatan
pemerintahan tanpa dasar kewenangan.Kewenangan vyang dimiliki oleh
pemerintah tersebut bersumber pada atribusi, yang juga dilengkapi dengan
kewenangan delegasi dan mandat.

Dilihat dari sudut pandang permasalahan-permasalahan mengenai
penanganan penanggulangan flu burung yang berkembang di masyarakat, tidak
selalu setiap tindakan pemerintah tersedia peraturan perundang-undangan yang
mengatumnya. Dalam kondisi penyebaran penyakit flu burung yang sudah
menjadi KLB, ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikannya,
maka kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (discresionare power)
melalui freies ermesseniperaturan kebijaksanaan (psudo welgeving) dengan
memperhatikan  asas-asas umum  yang berlaku  sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Dalam negara welfare state,
pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah termasuk memberikan
kewenangan untuk menciptakan berbagai langkah-langkah kebijakan khususnya
dalam hal ini langkah-langkah kebijakan penanggulangan flu burung sebagai
sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan. Baik itu dibuat dalam
bentuk kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan maupun kebijakan teknis.
Pembuatan kebijakan oleh pemerintah ini harus didasarkan pada ketentuan
hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan
dalam menciptakan kebijakan yang baik untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan demikian, ketika pemerintah akan melaksanakan tugasnya dalam

menangani permasalahan penanggulangan flu burung di masyarakat, maka



kepada pemerintah diberikan suatu kewenangan, yang dengan kewenangan ini
pemerintan melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan bagi masyarakatnya. Agar kewenangan ini digunakan sesuai dengan
tujuan diberikannya, maka diperiukan norma-norma pengatur dan pengarah
Dalam penyelenggaraan pengaturan dan pelayanan penanggulangan flu burung,
pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan ini harus didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti
persyaratannya. Dengan didasarkan pada asas legalitas dan mengikuti
persyaratan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan beralan dengan baik
tanpa adanya kendala maupun hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya
tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga memberikan jaminan terpenuhinya hak
masyarakat atas kesehatannya dalam bentuk perindungan kesehatan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dan
men)adi tujuan negara.

2. Ketentuan Hukum Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan
Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza)

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pengaturan pemerintah
termasuk kategon perbuatan pemerintah yang memiliki konsekuensi hukum.
Maka agar pengaturan tersebut memiliki kekuatan hukum, sehingga mengikat
seluruh anggota masyarakat, diperukan payung hukum- yang menjadi acuan
dasarnya. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan
penanggulangan flu burung, setidaknya terdapat beberapa acuan yang menjadi

payung hukumnya, yaitu sebagai berkut:
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a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945,

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Fembukaan UUD 1945 Mukadimah UUD 1945 alinea ke empat
menyatakan :

"Kemudian daripada itu uUntuk membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum. .7

Alinea tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia selain berkewajiban melindungi segenap tumpah darah
Indonesia, juga berkewajiban meningkatkan kesejahteraan umum. Melindungi
segenap tumpah darah Indonesia merupakan bentuk kewajiban pemerintah
dalam melindungi masyarakat dan negara dari berbagai bahaya yang dapat
mengancam dan mengganggu stabilitas politik, pertahanan dan  keamanan
bangsa terutama dengan hadimya arus globalisasi dunia yang berpengaruh
terhadap kemajuan perekonomian (era  pasar bebas), kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologl dan juga berdampak pada globalisasi penyakit.
Sementara kita ketahui kesejahteraan umum meliputi berbagai aspek kehidupan,
termasuk didalamnya adalah kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita menganut konsep negara
kesejahteraan, peranan negara dalam kebijakan kesehatan mempunyaj

kewenangan sebagal pembuat peraturan (legislasi) sampai dengan fungsi



negara dalam melakukan intervensi terhadap berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Campur tangan pemerintah dalam negara kesejahteraan
merupakan kewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Karena hanya dengan cara itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Pemerintah dianggap perlu melakukan campur tangan dalam kehidupan
masyarakal sebagai konsekuensi Upaya memaksimalkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah dalam konteks negara kesejahteraan membawa arah
baru penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai pelayan publik (bestuurzorg).
Pemerintah bertindak proaktif memajukan kesejahteraan masyarakat dengan
memberkan pélayanan kepada masyarakal.

Selain itu, dalam amandemen UUD 1945 juga ditegaskan mengena
pentingnya kesehatan bagi masyarakat sebagai wujud dar kewajiban pemerintah
dalam mensejahterakan rakyat yakni dengan menyelenggarakan kepentingan
umum dalam bentuk pelayanan kesehatan, tercantum dalam Pasal 28H ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Dan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1845, berbunyi

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan sarana Kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak *.

Esensi dan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di bidang kesehatan dilaksanakan melalui pembangunan kesehatan
yang diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sehingga diperlukan upaya yang lebih memadai bagl peningkatan

derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
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menyeluruh dan terpadu yakni dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan
(health services) yang tercapai (accessible), terjangkau (afforadable) dan
bermutu (quality) serta tidak diskriminatif.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaturan tentang
penanggulangan flu burung memiliki relevansi yang sangat kuat dengan UUD
1945, yakni sebagai acuan dan dasar hukum dalam pelaksanaan upaya
pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa untuk melindungi masyarakat,
Khususnya dalam hal melindungl masyarakat agar tidak tertular penyakit fiu
burung yang berpotensi menimbulkan wabah yakni dengan mencegah dan
menanggulanginya dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dalam bentuk upaya kesehatan yang baik dan bermutu sehingga
kesejahteraan rakyat meningkat. Implementasinya, yakni dalam bentuk membuat
peraturan dan mengatur tatalaksana serta strategi dalam penanggulangan flu
burung serta mencegah terjangkitnya masyarakat oleh penyakit flu burung yang

mematikan.

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular,
yang kemudian disingkat dengan UU Wabah:

Perkembangan teknologi, iimu pengetahuan; dan lalu lintas internasional,
serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi ‘perubahan pola
penyakit termasuk penyakit. yang dapat menimbulkan wabah dan
membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan
pembangunan nasional. Sehingga diperiukan suatu penanggulangan khusus dar
pemerintah melalui kewenangannya secara cepat dan tepat, juga penetapan
jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan daerah-daerah yang

ditetapkan terjangkit wabah baik secara teknis maupun yuridis.
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Oleh karena wabah dapat membahayakan kesehatan, serta menghambat
pelaksanaan pembangunan nasional, Dalam penanggulangan penyakit menular
pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan. Kewajiban yang dimaksud
tercantum dalam Pasal 10 UU Wabah yang berbunyi :

‘Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan upaya

penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)."

Dalam hal ini, kewajiban yang merupakan tanggung jawab pemerintah
dalam penanggulangan wabah dimaksudkan dalam rangka melindungi
kepentingan masyarakat atas haknya untuk tidak tertular suatu penyakit dan
terlindungi dar malapetaka yang ditimbulkannya. Kewajiban tersebut adalah
dengan menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dalam
bentuk pelayanan kesehatan sebagai salah satu betuk upaya kesehatan Upaya
kesehatan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut diatur
dalam Pasal 5 UU Wabah.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 10 UU Wabah, dijelaskan bahwa
dengan pentingnya penanggulangan wabah, maka biaya yang diperiukan
ditanggung ocleh pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah pusat yang
berkewajiban membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan
tidak mengurangi kewajiban pemerintah daerah, swasta atau masyarakat, dan
hal ini diatur dalam Paraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) UU Wabah. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah
wajib mendanai berbagai upaya penanggulangan wabah tanpa mengurangi
tanggung jawab pemerintah daerah beserta swasta dan masyarakat. Hal inj

sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
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yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya kegiatan
pemenntah dalam bidang pembangunan kesehatan. Pelaksanaan kewajiban ini
dalam  bemuk  menyelenggarakan  kepentingan umum  khususnya
penyelenggaraan pembiayaan atau pendanaan upaya penanggulangan wabah.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting, karena
pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang
diperolennya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitiet beginselen).
Kewenangan pemerintah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Wabah. Pasal 3
UL Wabah berbunyi .

‘Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat

menimbulkan wabah "

Pasal 4 UU Wabah berbunyi

(1) Menten menetapkan daerah terlentu dalam wilayah Indonesia yang

terjangkit wabah sebagai daerah wabah.

(2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemenntah,

Dalam penanggulangan wabah, kewenangan yang dimaksud adalah
mengatur bentuk-bentuk pemeliharaan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan
kewenangan pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas kuasa undang-undang.
Artinya dalam pelaksanaannya kewenangan ini dilakukan sendiri oleh pejabat
atau badan yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut yang dilaksanakan
sesual dengan ketentuan undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan

oleh pejabat atau badan tersebut. Namun sejalan dengan diberlakukannya UU

Otonomi Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang
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Fembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat pembagian tugas
dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pengembangan azas
desentralisasi disamping tetap dilakukan azas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Sehingga d:apat dikatakan bahwa kewenangan dalam
penanggulangan wabah pada UU Wabah yang sebelumnya menjadi
kewenangan dan tugas pemerintah pusat kemudian didesentralisasikan kepada
pemenntah daerah

Penanggulangan wabah penyakit menular dimaksud dalam pembahasan
ini adalah penanggulangan penyakit flu burung. Penyakit flu burung merupakan
jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah.

Mewabahnya flu burung di Indonesia yang diidentifikasikan sebagai
penyebab meninggainya sejumlah orang telah menimbulkan kepanikan bagi
masyarakat karena flu burung merupakan penyakit berbahaya yang dapat
mengancam kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan malapetaka dan
menghambat pembangunan nasional. Ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) UU
Wabah, berbunyi .

"Wabah Penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu
penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya
meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim
pada wakiu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan
malapetaka’.

Berdasarkan pengertian UU Wabah tersebut memperjelas status jenis

penyakit flu burung sebagai penyakit menular yang menimbulkan wabah, karena

flu burung merupakan penyakit yang dapat menular pada manusia.
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Selanjutnya, Pasal 2 UU Wabah menyatakan bahwa tujuan
ciundangkannya UU Wabah adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka
yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk hidup sehat Hal ini memberi penegasan
mengenai kewajiban pemerintah untuk menangani dan menanggulangi flu
burung secara dini dengan maksud untuk mencegah timbuinya kejadian luar
biasa dari penyakit flu burung yang dapat menjurus terjadinya wabah dan
mengakibatkan malapeataka

Kewajiban pemenntah tersebut melahirkan suatu kewenangan atributif
untuk sesegera mungkin melakukan tindakan/perbuatan pemerintah dalam
mengatasi dan menanggulangi kejadian yang ditimbulkan oleh wabah tersebut
agar tidak menimbulkan dampak yang lebih membahayakan lagi bagi kesehatan
masyarakat Penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara membuat
pengaturan mengenai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, penetapan
daerah wabah dan tata cara pelaksanaan upaya penanggulangan wabah
tersebut.

Mewabahnya flu burung yang berasal dari virus H5N1 dan merupakan
penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya yang tingkat penyebarannya
pun sangat tinggi yang terjadi di suatu daerah tertentu, maka diperlukan tindakan
pelaporan yang secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis agar
penyebarannya dapat dicegah sedini mungkin. Untuk tindakan tersebut
pelaksanaan dan tata cara pelaporannya serta siapa/badan/pejabat mana yang
berwenang melaksanakannya diatur secara teknis dalam Pasal 11 dan Pasal 12

UU Wabah. Pasal 11 UU Wabah berbunyi :

121



(1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan
tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita
penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan
kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan
terdekat dalam waktu secepatnya.

(2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera
melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang
bersangkutan.

(3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) seria tata cara penyampaian laporan adanya penyakit
yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan
udara, diatur dengan peratufan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 12U Wabah berbunyi-

(1) KepalaWilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka
wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit
menular yang dapat menimbulkan-wabah, wajib segera melakukan
tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.

(2) Tata cara penmanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan tersebut telah dituangkan
melalui Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1371/MENKES/IX/2005 tentang
Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit yg dapat menimbulkan
wabah serta Pedoman Penanggulangannya.

Apabila tingkat penyebarannya sudah sangat tinggi dan menimbulkan
jatuhnya korban jiwa manusia, - sehingga diperkirakan penyakit ini dapat
menimbulkan malapetaka, maka keadaan . ini ~cukup merupakan indikasi
(pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut .sebagal daerah wabah,
Penetapan jenis penyakit yang dapat*menimbtlkan wabah dan daerah wabah
dilakukan oleh Menteri terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4
Ul Wabah.

Perbuatan pemerintah dalam bentuk penetapan tersebut dilakukan oleh

aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat
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perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung
jawab sendiri dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat, dalam hal ini oleh UU Wabah diberikan kepada
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atas kuasa undang-
undang, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Wabah.

Dengan penetapan suatu penyakit sebagai wabah, maka akan membawa
dampak yang luas, termasuk dalam hal kemudahan koordinasi dan keterpaduan
penanganan, sehingga hasilinya dapat diharapkan lebih baik. Namun sebaliknya,
penetapan sebagal wabah membawa konsekuensi peraturan tentang cara
penanggulangan, hak dan kewajiban, pendanaannya secara nasional serta
sanksi bila tidak dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UU
Wabah.

Menurut Pasal 5 UU Wabah, upaya penanggulangan wabah meliputi
penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolas
penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan,
pemusnahan penysbab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah,
penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggqulangan lainnya dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan cara pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemenntah. Dalam penjalasan Pasal 5 UU
Wabah, disebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua)
tujuan pokok, yaitu berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan
pengobatan dan membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita

tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.



Upaya penanggulangan wabah di suatu daerah wabah haruslah
dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, antara
lain agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta
perkembangan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai periu dilakukan
upaya penanggulangan lainnya, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam
rangka penanggulangan wabah, yang merupakan tindakan-tindakan khusus
untuk masing-masing penyakit seperti pada penyakit flu burung.

Dengan  memperhatikan  hal-hal tersebut diharapkan upaya
penanggulangan flu burung ini tidak mengalami hambatan dan masyarakat,
malah melalui penyuluhan yang intensif dan memberikan pendekatan persuasif
edukatif, diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta
secara aktif. Pelaksanaan keikutsertaan masyarakat secara akfif tersebut
disesualkan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai tata cara
dan syaral-syarat peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU
Wabah,

Pelaksanaan upaya penanggulangan flu burung ini, juga membawa
dampak yang menimbulkan kerugian di pihak masyarakat. Adanya ketentuan
Pasal 5 ayat (1) huruf d UU \Wabah yang menyatakan bahwa upaya
penanggulangan wabah meliputi pemusnahan penyebab penyakit, dengan cara
dilakukannya pemusnahan terhadap benda-benda, tempat-tempat dan lain-lain
yang mengandung kehidupan penyebab penyakit flu burung, misainya ketentuan
pemusnahan unggas selektif (depopulasi) dipeternakan tertular menimbulkan
kerugian dipihak masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan

hidupnya disektor perunggasan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah

124



memberikan ganti rugi yang memadai dengan mengutamakan golongan
masyarakat yang kurang mampu, sedangkan tata cara pelaksanaan pemberian
ganti rugi di atur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai ganti rugi
dimaksud diatur dalam Pasal 8 UL Wabah.

Selain membawa dampak kerugian pada masyarakat, pelaksanaan upaya
penanggulangan flu burung juga menimbulkan resiko tertular penyakit flu burung
bagi petugas tertentu yang melaksanakannya, misalnya pada pelaksanaan
brosekurtti dan vaksinasi unggas dipeternakan yang tertular yang dilakukan oleh
petugas peternakan dibantu oleh peternak, atau penularan kepada petugas
kesehatan akibat dari adanya percikan (droplef) dari pasien terinfeksi yang
sedang ditanganinya. Bagi petugas terterntu tersebut yang melaksanakan upaya
penanggulangan wabah diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung
dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Wabah.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, tentunya tidak
terlepas dari penyediaan sumber daya manusia untuk melaksanakannya.
Sumber daya manusia tersebut tentu bukan atau tanpa keahlian tertentu, akan
tetapi sumber daya manusia tersebut tentunya memiliki keahlian dan telah
mendapatkan pelatihan dan pembinaan untuk melakukan tugas yang nantinya
akan dilaksanakannya. Oleh karena itu, petugas tertentu yang dimaksudkan
dalam pasal tersebut adalah setiap arang, baik yang berstatus sebagai pegawai
negeri maupun bukan, yang ditunjuk oleh yang berwajib atau yang berwenang
untuk melaksanakan penanggulangan wabah. Sedangkan bentuk penghargaan
yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa materi dan atau bentuk lain

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.



Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan upaya penanggulangan
wabah khususnya penanggulangan flu burung tentunya juga membawa
konsekuensi hukum berupa sanksi hukum apabila dilanggar atau tidak
dilaksanakan. UU Wabah mengatur mengenai sanksi hukum tersebut, yakni
dalam Pasal 14 UU Wabah, yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun
dan atau denda setinggi-tingginya.Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah),

(2) Barang siapa. karena kealpaannya -mengakibatkan terhalangnya
pelaksanaan penanggulangan wabah sébagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-
lamapya 6 (enam) bulan dan atau denda serﬁrggs-nnggmya Rp.
500.000 - (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud datam ayat (1) adalah kejahatan
dan tindak pidana sebagaimana ayat (2) adalah pelanggaran.

Penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa tindakan pidana yang dimaksud
adalah ‘tindakan pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Adanya ketentuan pidana ini memberikan
perindungan kepada masyarakat dan juga pemerintah apabila dalam
pelaksanaannya menimbuikan kerugian. Namun bagaimana jika tanggung gugat
tersebut ditujukan kepada.pemerintah? Tanggung gugat dapat ditujukan kepada
pemerintah berdasarkan penafsiran-dari isi Pasal 14 ayat (2) UU Wabah. Dimana
ketentuan mengenai “Barang siapa karena kealpaannya ...", yang dapat
ditafsirkan termasuk ‘didalamnya para pejabat pemerintah yang bertanggung

jawab untuk itu.
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c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang kemudian
disingkat dengan UU Kesehatan;

Kewenangan pemerintah dalam bidang kesehatan adalah mengatur
bentuk-bentuk pemeliharaan kesehatan masyarakat, yang salah satunya
penanggulangan penyakit menular khususnya dalam penulisan tesis ini adalah
penanggulangan flu burung. Dalam UU Kesehatan, ketentuan pasal-pasal
mengenai penyakit menular diatur dalam Bab X Bagian Kesatu tentang Penyakit
Menuiar

Mewabahnya flu burung yang berdampak pada banyaknya korban jiwa
manusia yang tertular virus ini, bahkan sampai menimbulkan kematian serta
kerugian ekonomi di masyarakat, menyebabkan pemerintah harus secepatnya
menanggulangi masalah tersebut, agar dampak yang ditimbulkan tidak
bertambah menjadi lebih besar lagi. Pasal 152 ayat (1) UU Kesehatan, berbunyi :

(1) Pemenntah, pemerintah daeran dan masyarakat bertanggung jawab

melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Katentuan pasal tersebut merupakan wujud dar tanggung jawab
pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan kKesehatan agar
tidak tertular suatu penyakit serta malapetaka yang diimbulkannya dan dalam
rangka mensejahterakan rakyal, dengan cara melakukan upaya kesehatan
dalam bentuk upaya pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Sementara,
Pemerintah yang dimaksud dalam pasal ini adalah Pemerintah Pusat. Menurut

Pasal 1 angka 17 UU Kesehatan, adalah Presiden Republik Indonesia yang
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memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Daerah,
menurut Pasal 1 angka 18 UU Kesehatan, adalah gubernur, bupat, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Tanggung jawab pemerintah dalam pasal ini mengandung pengertian
bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya dalam
menanggulangi flu burung yang dilaksanakan dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 UU Kesehatan, yakni-merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan teriangkau oleh masyarakat dalam bentuk
pelayanan  publik. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pemberantasan
penyakit menular. Pasal 152 ayat (2) U Kesehatan, berbunyi :

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumiah
yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi
dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari ketentuan penjelasan Pasal 5
ayat (1) UU Wabah, Ketentuan pasalini mengandung arti bahwa setiap hal yang
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan
menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang besar bagl negara. Dalam uu
Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur

kesejahteraan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya serta membentuk sumber daya manusia yang memiliki ketahanan dan
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daya saing yang tinggi bagi investasi dan pencapaian pembangunan nasional.
Pembangunan nasional dimaksud adalah pembangunan kesehatan.

Menurut Pasal 3 UU Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan
kasehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dan setiap upaya pembangunan
kesehatan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan
nasional harus memperhatikan kesahatan masyarakat dan merupakan tanggung
jawab semua pihak baik pemenntah maupun masyarakat,

Dalam penanggulangan flu burung, kewenangan pemenntah
dilaksanakan berdasarkan ketenmtuan Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) UU
Kesehatan. yang berbunyi:

“ .. (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif bagi individu
atau masyarakat.

(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan
sumber penularan lainnya”

Kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan bagian
dari bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Pasal 47 UU Kesehatan
berbunyi |

‘Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan

secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan ”
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Dengan demikian, dalam rangka menanggulangi flu burung, pemerintah
berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakannya dalam bentuk upaya
kesehatan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi flu burung yang dimaksud
dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegiatan pelayanan kesehatan dengan
didukung oleh sumber daya kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat
(1) huruf a dan ayat (2) UU Kesehatan Dan tanggung jawab penyelenggaraan
upaya kesehatan tersebut ada pada pemerintah. pemerintah daerah dan
masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sasial
budaya, moral dan etika profesi (Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan).

Secara yuridis, kewenangan pemerintah untuk menanggulangi flu burung
merupakan wujud dari kewenangan atributif. Akan tetapi, penanganan fiu burung
tidak dapat diatasi dengan mudah dan perkembangannya tidak dibatasi oleh
geografis, batas wilayah pemerintahan yang menyebabkan penyakit flu burung
ini dapat mengancam siapapun dan dimanapun, maka peran semua pihak
sangat diharapkan disini Oleh karenanya kewenangan atributif yang dimiliki oleh
pemerintah tersebut dilengkapl juga dengan kewenangan delegatif dan
kewenangan madat Dalam penanggulangan fiu burung yang sudah berdampak
pada penularan terhadap manusia, kewenangan penanggulangannya bukan
hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab Depariemen Pertanian dan
Peternakan (Depptan) dan Departemen Kesehatan (Depkes) akan tetapi
menjadi  tanggung jawab bersama. sehingga dalam  pelaksanaan
penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas
sektor dan lintas daerah, baik dalam pemerintahan, pemerintah daerah maupun

masyarakat.



Pasal 152 ayat (5) UU Kesehatan berbunyi .

“Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus

berbasis wilayah.”

Ketentuan pasal ini memberi penjelasan bahwa penyakit menular seperti
penyakit flu burung merupakan suatu penyakit menular yang tidak memandang
batas geografis yang penyebaran dan penularannya melewati lintas batas
wilayah/daerah yang tidak mudah dilokalisir hanya pada daerah tertentu saja.
Selain itu, karakteristik dari suatu daerah tertemu memungkinkan berkembang
biaknya sumber penyakit flu burung, sehingga pelaksanaan kewenangan
pemerintah dalam penanggulangan flu burung dimaksud merupakan tanggung
jawab bersama yang harus dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah
daerah dengan mengacu kepada UU Qtonomi Daerah dan PP No. 38 Tahun
2007. Selain itu, upaya penanggulangan flu burung di suatu daerah harusiah
dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, antara
lain agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta
perkembangan masyarakat, maka dan itu, pelaksanaan kewenangan
penanggulangan flu burung haruslah dilaksanakan dengan berbasis wilayah.

Selanjutnya, Pasal 152 ayat (6) berbunyi :

“Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui intas sektor.”

Pasal ini menegaskan bahwa penanganan flu burung sebagai penyakit
menular yang dapat menimbulkan wabah bukan hanya menjadi kewenangan dan
tanggung jawab salah satu lembaga/departemen saja, seperti pada saat flu

burung berdampak pada penularan terhadap manusia yang menimbulkan korban
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jwa bahkan kematian, maka kewenangannya berada pada Departemen
Kesehatan. Akan tetapi, dampak dari penyakit flu burung juga mempengaruhi
berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama ekonomi dan kesehatan,
sehingga dalam penyelenggaraannya perlu adanya kerjasama lintas sektor
pemerintah, seperti Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen
Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen
Dalam Negeri dil. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan fiu
burung tersebut pelaksanaannya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya dalam upaya penanggulangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 152-ayat (8) UU Kesehatan).

Disamping itu pula, penyakit flu burung yang berasal dari virus H5N1
dalam penyebarannya merupakan wujud dari fenomena globalisasi yang
dipengaruhi oleh perkembangan lalu lintas internasional dan juga mempengaruhi
perubahan lingkungan, cara hidup, dan perkembangan dan pola penyakit
termasuk penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Hal ini disebabkan karena
penyebarannya dapat berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan,
maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman
penyebab penyakit itu sendiri sehingga berdampak kepada muncuinya wabah.
Sejumliah ahli di selurun dunia sangat mewaspadai virus HsN; ini karena
dianggap sebagai ancaman pandemik baru dari Asia dan mengancam populasi
manusia di seluruh dumia. Penyakit hewan menular yang mampu melintas batas
wilayah/benua (transboundary), seperti flu burung, merupakan ancaman global

yang harus secepatnya diantisipasi oleh setiap negara. Oleh karena itu, dalam



penanggulangannya pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain
(Pasal 152 ayat (7) UU Kesehatan).

Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 UU
Kesehatan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintah berdasarkan UUD 1945. Dalam konteks HAN, Presiden memiliki 2
(dua) kedudukan, yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagal
administrasi negara. Sebagai organ negara, pemerintah bertindak untuk dan atas
nama negara Dan sebagai administrasi negara, pemenntah dapat bertindak baik
dalam lapangan pengaturan (regelen) maupun lapangan pelayanan (hesturen).
Dalam kaitannya dengan kerja sama dengan negara lain, pemerintah dalam hal
ini berkedudukan sebagai organ negara.

Akibat dari munculnya penyakit flu burung sebagai penyakit baru yang
belum diketahui sebelumnya di suatu daerah, memeriukan laporan yang
secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis, sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) UU Wabah Dan apabila
ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan
penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini cukup merupakan
indikasi (pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah,

Dalam kaltannya dengan penetapan daerah. wabah, UU Wabah
menentukan bahwa penetapan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah
dan daerah wabah dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab bidang
kesehatan atas kuasa undang-undang Sedangkan dalam UU Kesehatan
penetapan jenis penyakit yang berpotensi menular dan daerah yang menjadi

sumber penularan serta dalam hal melakukan surveilans terhadap penyakit



menular tersebut merupakan kewenangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sebagai implikasi dari UU Otonomi Daerah. Hanya saja,
perbedaannya terletak pada kerjasama pelaksanaan surveilans. Pemerintah
pusat dapat melakukan kerjasama melaksanakan surveilans dengan masyarakat
dan negara lain. Sedangkan pemerintah daerah melakukan kerjasama hanya
dengan masyarakat saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 UU
Kesehatan. Pasal 154 UU Kesehatan berbunyi :

(1) Pemerintah secara berkala menetapkan danmengumumkan jenis dan
persebaran penyakit yang berpotensi ménular dan/atau menyebar
dalamwaktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat
menjadi sumber penularan.

(2) Pemérintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular
sabagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat
(2, Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan
negara lain.

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memertukan karantina,
tempat karantina, dan lama karantina.

Selanjutnya, Pasal 185 UU Kesehatan berbunyi :

(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan
jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau
menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang
dapat menjadi sumber penularan:

(2} Pemerintah daerah dapat melakukan supveilans terhadap penyakit
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemerintah ‘daerah dapat melakukan kerjg@ sama dengan
masyarakat.

(4) Pemerintah” daerah -menetapkan jenis penyakit yang memeriukan
karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

(5) Pemerintah daerah dalam ‘menetapkan dan mengumumkan jenis dan
persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar
dalam wakiu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menstapkan
jenis penyakit yang memeriukan karantina, tempat karantina, dan
lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
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Dengan demikian, ketentuan pasal 155 UU kesehatan tersebut
merupakan implikasi berlakunya UU Otonomi Daerah terhadap penanggulangan
fiu burung yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemaearintahan, terutama
menyangkut pembagian tugas dan kewenangan antara pemernintah pusat dan
pemerntah daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran b, PP No. 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, penetapan suatu
penyakit sebagai wabah akan membawa dampak yang luas, termasuk dalam hal
kemudahan koordinas! dan keterpaduan penanganan, sehingga hasilnya dapat
diharapkan lebih baik.

Selanjutnya, organisma atau unsur penyebab terjangkitnya flu burung
adalah virus avian influenza yang terdiri dari beberapa subtipe, dan yang paling
ganas adalah subtipe H:N;, yang menyerang manusia. Apabila dilihat dan proses
penularannya, flu burung dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
Flu burung dapat menular secara langsung melalui kontak antara unggas yang
terinfeksi dengan manusia, maupun melalul udara, kotoran hewan atau air.
Dilihat dari risiko bagi ‘penderitanya, penyakit flu burung termasuk kategon
penyakit menular yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian
dan menjadi wabah, Pasal 156 UU Kesehatan berbunyi:

(1) Dalam ~melaksanakan —upaya pencegahan, pengendalian, dan

pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam
keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).

(2) Penentuan wilayah dalam keadaan waban, letusan, atau kejadian luar
biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya

penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar
biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Secara terminologi, wabah disebut juga sebagai kejadian luar biasa atau
disingkat dengan KLB, akan tetapi secara yuridis normatif penyebutan KLB dan
wabah memiliki implikasi yang berbeda. Penyebutan suatu penyakit sebagai
wabah berimplikasi terhadap penerapan UU Wabah, khususnya Pasal 14 ayat
(1) dan ayat (2) UU Wabah, yakni adanya ketentuan sanksi pidana '’

Sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  upaya
penanggulangan flu burung diselenggarakan dalam bentuk pelayanan kesehatan
dan didukung oleh sumber daya kesehatan. Dalam hal ini peleksananaan
penanggulangan penyakit flu burung menurut ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU
Kesehatan, berbunyi :

“‘Dalam pelaksanaan penyakit menular, tenaga kesehatan yang

berwenang dapat memeriksa tempat-tempat  yang dicurigai

berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.".

Tenaga kesehatan vyang dimaksud dalarm pasal ini adalah yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan, yang berbunyi

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

"7 Endang Wahyati Op Cit slide 82,
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Ketentuan mengenai kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan
tersebut dalam UU Kesehatan di atur dalam pasal-pasal Bagian Kesatu Bab V
tentang Sumber Daya Di Bidang Kesehatan

Telah dijelaskan sebelumnya. bahwa dalam Pasal 152 ayat (1)
menyatakan, tanggung jawab upaya penanggulangan flu burung bukan hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah saja, masyarakat
juga bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penanggulangannya, yang
keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu. Menurut Pasal 157 ayat (1)
dan ayat (3) UU Kesehatan berbunyi

(1) Pencegahan penularan penyakit .menular wajib dilakukan oleh

masyarakal termasuk penderita penyakit menular melalul perilaku
hidup bersih dan sehat. ..

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menter.

Dari ketentuan pasal tersebut diharapkan upaya penanggulangan flu
burung tidak mengalami hambatan dari masyarakat, malah dapat dilakukan
melalui penyuluhan yang intensif dan pendekatan persuasif edukatif, sehingga
diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta berperan
secara aktif. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal
174 UU Kesehatan,

d. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
kemudian disingkat dengan UU Otonomi Daerah;

UU Otonomi Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai
penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni dalam rangka melaksanakan

kebijakan desentralisasi. Peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan

desentralisasi adalah untuk mengefektifkan tugas pemerintah agar mampu
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dilaksanakan oleh masing-masing daerah dalam meningkatkan kineranya yang
dapat memayungi dan memfasilitasi pemerintahannya di kabupaten dan kota.
Pembagian kewenangan bidang kesehatan telah dituangkan dalam PP No. 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berlakunya UU Otonomi Daerah merupakan pelaksanaan pemerintahan
yang menyangkut pelimpahan dan pembagian kewenangan pemerintah kepada
pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendin, salah satunya dalam
bidang kesehatan Berkaitan dengan bidang kesehatan, urusan pemenntahan
daerah bidang kesehatan dilatarbelakangi ketentuan yang menyatakan bahwa
bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing, yang
setiap daerah diber kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan
seluruh aspek kesehatan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Otonomi Daerah
berbunyi.

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota
meliputi;

e penanganan bidang kesehatan.

Ketentuan dari pasal tersebut menegaskan bahwa bidang kesehatan
adalah bidang yang menjadi kewenangan dan menjadi urusan wajib dari
pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, Pasal 22 UU Otonomi
Daesrah menyatakan bahwa daerah mempunyal kewajiban untuk menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan Oleh karena itu kebutuhan akan jarngan

pelayanan kesehatan kerja di daerah juga merupakan kewenangan pemerintah
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daerah. Dalam otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang kesshatan

merupakan urusan yang bersfat concurrent. Artinya penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pusat dan

daerah. Setiap urusan yang bersifat concurrent pasti ada bagian urusan yang

ditangani oleh pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dengan susunan kriteria

meliputi :

(1) eksternalitas, berdasarkan dampak/akibat yang timbulkan dalam
penyelenggaraan urusan tersebut (lokal, regional, nasional).

(2) akuntabilitas, berdasarkan yang paling dekat dampak/akibatnya.

(3) efisiensi, berdasarkan ketersediaan sumber daya yang berdaya guna &
berhasil guna.

(4) Keserasian sumber daya, bersifal interkoneksi (saling berhubungan),
interdepedensi (saling tergantung), dan saling mendukung.

Dengan demikian, kebutuhan akan jaringan pefayanan kesehatan kerna di
daerah juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Proses
pendistribugiannya dilakukan dalam bentuk partisipatif dan melalui kesepakatan
bersama stakehorlder, yaitu unsur pemerintah, pemerintah provinsi, pemenntah
kabupaten/kota Proses tersebut dituangkan dalam PP No, 25 Tahun 2000 yang
kemudian diubah menjadi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Kewenangan Pemerintah, Pemerintan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan  pemerintahan
khususnya dalam bidang kesehatan mengacu kepada asas desentralisasi, tugas

pembantuan dan dekosentrasi. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah



menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU Otonomi Daerah, yang berbunyi -

(1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemenntah menggunakan
asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah
menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

Dalam bidang kesehatan, salah satu tujuan dan desentralisasi adalah
mewujudkan pembangunan nasional bidang kesehatan yang berlandaskan
prakarsa dan aspirasi_masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun
dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas
nasional untuk mencapai Indonesia Sehat 2010, sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 004/Menkes/SK/N/2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Desentralisasi di Bidang Kesehatan.

Oleh karena itu, dalam UU Otonomi Daerah dapat dikatakan member
kewenangan yang lebih kuat dan utuh kepada daerah. Hal ini dapat dilihat dalam
konsideran UU ini yang menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas
peyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek hubungan antar-susunan pemenntahan dan antar-
pemerintah daerah, potensi dan. keanekaragaman daerah, peluang dan
tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yg seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistern penyelenggaraan
pemerintah negara. Selain itu, istilah kewenangan tidak dikenal dalam UU ini,

digantikan dengan istilah urusan Urusan pemerintahan sendin perlu dibagi atau

didistrubusikan diantara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
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Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa
selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan
pemerintah pusat. Urusan yang sepenuhnya berada di tangan pusat tersebut

adalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam penanggulangan flu burung, persoalan mengenai otonomi daerah
merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaannya. Oleh karena
itu, sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka diperiukan
kerjasama teknis dan operasional secara terpadu, baik secara horizontal disetiap
tingkat pemerintahan dan stakeholder lainnya, maupun secara vertikal dengan
partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Sedangkan bentuk hubungan
pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya yang
berkaitan dengan penanggulangan flu bururng pada UU ini memiliki 3 (tiga)
bentuk hubungan dengan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara

adil dan selaras, yakni'™

1. Hubungan wewenang, mengandung makna bahwa penyelenggaraan
urusan pemerintahan haruslah memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hubungan keuangan, terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah  dan
pemerintahan daerah, yang meliputi pemberian sumber-sumber
keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah

" Th Widodo W. U, Implikasi Perubahan UU Pemerintahan Daerah Terhadap Aspek
Kewenangan Dan Kelembagaan (Sebuah Pengamatan Awal), Majalah Jumnal limu
Administrasi Velume 1 Nomor 4, STIA LAN, Bandung, 2004 him. 358 — 358
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b Hubungan dalam bidang keuangan antar-pemerintahan daerah, yang
meliputi pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab bersama dan pembiayaan bersama atas kerja sama antar
daerah.

3. Hubungan pelayanan umum, juga terdin dari dua jenis, yaitu :

a. Hubungan dalam bidang pelayanan antara pemerintah  dan
pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan, tanggung jawab
dan penentuan standar pelayanan minimal, pengalokasian
pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah dan
fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemenntahan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umun.

b. Hubungan dalam bidang pelayanan antar-pemerintahan daerah, yang
meliputi pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah dan kera sama antar pemerintahan daerah
dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Dalam teori HAN, kewenangan penanggulangan flu burung yang
dijalankan antara pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama stakeholder
terkait dengan otonomi daerah termasuk dalam kewenangan yang bersifat
delegatif (delegatie bevoegdheid) dan kewenangan yang bersifat mandat
(mandaat bevoegdheid) Pada kewenangan delegatf, kewenangan diperoleh
atas dasar pelimpahan kewenangan dar badan/organ pemerintahan yang lain
dan merupakan pelimpahan yang bersumber dan kewenangan atribusi.
Sedangkan kewenangan mandat terjadi ketika organ/badan pemerintahan

mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ/badan lain atas namanya
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yang tanggung jawabl/tanggung gugat tidak dibebankan kepadanya melainkan
kepada pemberi mandat, sehingga setiap saat kewenangan tersebut dapat ditarik
kembali oleh pemberi mandat.

Penetapan suatu kewenangan ini, pada dasarnya dapat dilakukan meilalui
2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan yuridis atau top down dan pendekatan
sosiologis atau boftom up. Menurut pendekatan secara yuridis, kewajiban
melimpahkan kewenangan ditentukan secara limitatif melalui peraturan
perundang-undangan _tertentu, dalam hal ini produk-produk hukum yang
mengatur mengenal pelimpahan kewenangan dalam penanggulangan flu burung
seperti UU Wabah, UU Kesehatan, Kepmenkes dan lain sebagainya. Disisi lain,
pada pendekatan sosiologis, kewenangan dapat juga berasal dan aspirasi
masyarakat tingkat grassroot atas dasar kemampuan riil dan kebutuhan obyektif
mereka sebagai alasan efektifitas  dan efisiens| penyelenggaraan
pemerintahan,’™

Sejalan dengan kewenangan desentralisasi otonomi daerah, pelimpahan
kewenangan dari pemeriniah pusat kepada pemenntah daerah adalah untuk
mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutd pelayanan masyarakat.
Dalam penanggulangan flu burung yang sifatnya transhoundary ditentukan
adanya keterlibatan beberapa unsur sebagal stakehoider, tidak hanya terbatas
pada tingkat pemerintahan saja, akan tetapi juga unsur nan-pemerintah (privat
sector) dan masyarakat (society). sehingga penanggulangannya dapat berjalan

dengan baik apabila unsur-unsur dimaksud sebagai kekuatan yang sinergi dan

% Tri Wideds W U Pendelagasian Kewenangan Pamerintah Dasrah Kepada Kecamatan Dan Kelurahan
Dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah. Majalah Jumal limu Administresi Volume 2 Nomor 4, STIA
LaM, Bandung, 2004 him. 107 - 108,
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saling mendukung untuk ikut mencegah dan menanggulanginya secara bersama-
sama

Oleh karena itu, diperiukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam
menentukan standarisasi tata kerja antar pemerntah pusat dan pemerintah
daerah dan para stakeholder sebagai kekuatan yang sinergi dan saling
mendukung dalam rangka penanggulangan flu burung yang dituangkan dalam
suatu keputusan bersama dengan mengedepankan azas portabilitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
penanggulangan flu burung, kebijakan kewenangan yang digunakan pemerintah
bersifat concurrent, yakni urusan pemerintahan yang penanganannya dalam
bagian tertentu atau bidang tertentu dapal dilaksanakan bersama antara
pemarintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan Kkriteria eksternalitas,
akuntabilitas, efisiensi dan keserasian sumber daya. Karena sifat dari penyakit flu
burung tersebut tidak mengenal batas geografisiwilayah yang dapat mengancam
siapapun dan dimanapun, maka kebijakan pengaturannya dilakukan secara
koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
azas portabilitas dalam pemerintahan daerah, yakni dalam bentuk kerja sama
untuk menetapkan kebijaksanaan penanggulangannya yakni dengan membuat
Surat Keputusan Bersama
e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 — 2026, yang kemudian disingkat dengan
UU RPJP 2005-2025.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional negara
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yang memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan
memenuhi kebutuhan dan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dar
generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu, ditetapkaniah UU RPJP Nasional
2005 -2025.

Pelaksanaan RPJP ini, dalam rangka melakukan penataan kemball
berbagai langkah-langkah tujuan nasional pembangunan yang diarahkan dan
diprioritaskan pada pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
bertahap, antara lain salah satunya adalah bidang sumber daya manusia yakni
untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bangsa
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar
serta berdaya saing yang kuat di era globalisasi.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi
tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa serta menjadikannya siap
menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan
peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, RPJP diarahkan
dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing. Salah satu investasi yang berperan penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pembangunan kesehatan.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Dalam penanggulangan flu burung, pelaksanaan pembangunan
kesehatan diarahkan melalui upaya kesehatan dengan memperhatikan dinamika

kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,
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kemajuan iptek serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan

dan kerja sama lintas sektor sebagaimana |uga diatur dalam UU Wabah, UU

Kesehatan dan UU Otonomi Daerah. Penekanan diberikan pada peningkatan

perilaku dan kemandirian masyarakat serla upaya promotif dan preventif

Sejalan dengan UU Kesehatan, pembangunan nasional harus
berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan
dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan berwawasan kesehatan
didasarkan pada sebuah paradigma sehat yang mengutamakan upaya promotif
dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Implementasinya
adalah dibentuknya undang-undang yang berwawasan sehal bukan undang-
undang yang berwawasan sakit.

f. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular, yang kemudian disingkat dengan PP No. 40
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Ketentuan mengenai penanggulangan penyakit menular khususnya
dalam hal ini penanggulangan fiu burung telah diatur dalam UU Wabah, sehingga
fungsi PP No. 40 Tahun 1891 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
ini merupakan kelanjutan dar ketentuan yang ada di UU Wabah Dalam
peraturan ini, penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit
flu burung sebagai daerah wabah didasarkan atas pertimbangan epidemiologis
dan keadaan masyarakat. Penetapan dan pencabutan daerah wabah tersebut
dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Pertimbangan  epidemiologis dalam
penetapan daerah wabah didasarkan pada data epidemiologi yaitu antara lain
angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya, sedangkan

pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya,
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ekonomi dan pertimbangan keamanan. Pelaksanaan penaggulangan flu burung
berada dibawah tanggung jawab Menteri Kesehatan dan koordinasi dengan
Menteri atau instansi lain yang terkait. Sedangkan pelaksanaan di daerah,
sebagai penanggung jawab operasional dilakukan oleh kepala daerah dan
penanggung jawab teknis dilakukan oleh kepala kantor Departemen Kesehatan.
Ketentuan mengenai upaya penanggulangan wabah diatur dalam Pasal
10 PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular,
mengikuti ketentuan Pasal'5 UU Wabah. Upaya penanggulangan flu burung
tersebut harus dilakukan dengan cara yang aman dan tepat, sehingga tidak
mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, serta dilakukan dengan
menggunakan teknologi tepat guna. Lebih lanjut terkail dengan isi Pasal 20 PP
No 40 Tahun 1981, upaya penanggulangan penyakit flu burung sebagai
penyakit menular yang dapat menimbuikan wabah dilaksanakan secara dini,
meliputi upaya penanggulangan seperiunya untuk mengatasi kejadian |luar biasa
yang dapat mengarah pada terjadinya wabah
g. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam penanggulangan flu burung, pengaturan tugas dan kewenangan
pemerintah daerah mengacu pada lampirarl PP 38 Tahun 2007, Bagian B
(Bidang Kesehatan) sub bidang Pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Dalam ketentuan ini, diatur tentang pembagian kewenangan pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang termasuk dalam



kategori urusan wajib sebagaimana ditetapkan dalam UU Otonomi Daerah
Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tersebut antara lain™" ;
1) Penyelenggaraan survellans epidemiologi, penyelidikan KLB skala
Kabupaten.
2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular skala Kabupaten/Kota.
3) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulanga penyakit tidak
menular tertentu skala Kabupaten/Kota
4) Penyelenggaraan pencegahan operasional penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan penanggulangan flu burung, tanmtangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan asas desentralisasi ini adalah bahwa peran
pimpinan daerah dalam wilayah otonomnya sangat besar untuk dapat
menerapkan tanggung jawab dan kebersamaan di setiap daerah dan wilayahnya
yang marupakan kunci sukses pencapaian tujuan. Untuk itu, Fimpinan Daerah
merupakan penanggungjawab utama pelaksanaan penanggulangan di daerah
dan wilayahnya masing-masing. Dalam keadaan mendesak khususnya pada
saat wgent dan emergency yaitu apabila pandemi influenza sudah dapat
diperkirakan waktu terjadinya, maka diperiukan jalur keardinasi’komando yang
jelas. Sistem komando seperti inl-sudah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984
tentang Wabah dan PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit
Menular. Di setiap tingkat kewilayahan diatur sistem koordinasi di tingkat

Gubernur dan Bupati.

Y ihict, slide 110~ 111
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Dengan demikian, masalah penanggulangan flu burung dalam kaitannya
dengan tugas dan kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota telanh
terakomodasi secara jelas dalam rumusan lampiran PP No. 38 Tahun 2007 ni.
Sehingga diharapkan upaya penanggulangan fiu burung ini akan lebih cepat dan
teraran penatalaksanaannya karena apabila untuk penentuan status dan
penatalakanaan penaggulangan daerah wabah ini berada ditangan pemerintah
daerah tidak akan memerlukan waktu yang lama serta jenjang birokrasi yang
cukup panjang. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan penyakit flu
burung harus terdapat kerjasama dan beberapa kepala daerah setempal.

h. Peraturan Presiden Rl Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 — 2009

Produk perundang-undangan mengenai penanggulangan flu burung,
selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang beraku, juga
semestinya tidak bertentangan dengan kondor Rencana Pembangunan Nasional
yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Presidenn Nomor 7 tahun 2003,
negara kita telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang meliputi periode waktu 2005-2009. Maka terbitnya peraturan mengenai flu
burung yang lahir kemudian harus menyesuaikan dengan peraturan sebelumnya.

Salah satu dar agenda pemerintah yang tertuang dalam rencana
pembangunan dimaksud adalah pembangunan bidang kesehatan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Arah kebijakan pemerintah berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat
yakni hak atas layanan kesehatan dalam bentuk peningkatan pengetahuan
masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat,

kelangsungan dan perkembangan anak, gzl keluarga dan perilaku hidup sehat,
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Program kesehatan yang dicanangkan pemerintah antara lain adalah
program pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang bertujuan untuk
menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular
dalam bentuk sebagai berikut :

a. Pencegahan dan penanggulan faktor risiko

b. Peningkatan imunisasi

c. Penemuan dan tata laksana penderita

d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang
pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaran pembangunan
kesehatan tahun 2005 sd 2009 mengacu pada visi dan misi sebagaimana
tercantum dalam Rencana strategi Departemen kesehatan (Kepmenkes No.
331/2006). Adapun visi Depkes adalah “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup
Sehat”, dengan misi “Membuat Rakyat Sehat”

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan dan dalam upaya
meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air, maka diterapkan 4
(empat) grand strategy, yaitu'':-1) Menggerakkan dan memberdayakan
masyarakat untuk hidup sehat, 2) meningkatkan akses masyarakat ternadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas, 3) meningkatkan sistem surveilans,
monitoring dan 4) informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan
kesehatan. Program penyehatan lingkungan serta pencegahan dan

pemberantasan penyakit pada dasarnya menerapkan konsep epidemioclogi yaitu

""" Kepala Bappenas, Op. Gt him. 22
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interaksi faktor agent-host-environment, dengan tujuan untuk menurunkan angka

kesakitan dan kematian akibat ketidakseimbangan dari ketiga faktor tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran serta dan tanggung jawab dari

lintas program, lintas sektoral dan masyarakat serta swasta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyakit flu burung yang merupakan
penyakit menular yang secara substansial memiliki keterkaitan dalam program
kesehatan pemerintah, dalam dimensi waktu program jangka menengah tersebut
di atas meliputi waktu yang tengah berlaku hingga tahun 2009. Dengan demikian
peraturan yang dibuat mengenai flu burung juga harus memiliki relevansi dengan
Peraturan Presiden Rl Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit
Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

Dalam penanggulangan penyakit menular dapat pula diselenggarakan
melalul atau dengan cara sistem surveilans epidemiologi penyakit menular
secara rutin dan terpadu. Dasar hukum dari kegiatan ini yaitu Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1479/Menkes/ SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Terpadu, yang kemudian juga diatur dalam Pasal 154 ayat (2) dan (3) dan Pasal
155 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan

Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan
terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi
yang mempengaruhi teradinya peningkatan dan penularan penyakit, dengan

cara melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui
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proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi
kepada penyelenggara program kesehatan Untuk itu diperlukan suatu sistem
surveilans penyakit yang mampu memberikan dukungan upaya program dalam
daerah kerja Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional, dukungan kerjasama antar
program dan sektor serta kerjasama antara Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional
dan internasional Pada tahun 1987 telah dikembangkan Sistem Surveilans
Terpadu berbasis data, Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas, dan
Sistem Pelaporan Rumah Sakit, yang telah mengalami beberapa kali perubahan
dan perbaikan. 8urveilans Terpadu Penyakit adalah pelaksanaan surveilans
epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan menggunakan
metode pelaksanaan rutin terpadu terhadap beberapa penyakit yang bersumber
dari dala Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan  surveilans
epidemiologi terhadap penyakit Flu Burung sebaiknya juga disusun berdasarkan
pedoman surveilans epidemiologi secara rutin dan terpadu.

Dengan demikian, dari berbagai uraian mengenal ketentuan hukum
kewenangan pemerintah dalam pengaturan penanggulangan flu burung tersebut
di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan pengaturan hukumn flu
burung yang didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan R| yang
terdiri dari UUD 1945 UU Wabah, UU Kesehatan, UU Otonomi Daerah. UU
RPJP 2005 - 2025, dan peraturan pelaksananya yakni PP No. 40 Tahun 1991,
PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 7 Tahun 2005, adalah untuk menjamin
adanya kewenangan pemerintah dalam menciptakan berbagai peraturan baik

dalam bentuk regefing maupun beschikking. Serta dalam rangka menjamin



pelaksanaan/operasionalisasi suatu produk peraturan perundang-udangan yang
dibuat pemerintah, karena secara yuridis pemerintah memiliki dua tugas
sekaligus yakni sebagai pembuat peraturan dan juga sebagai pelaksana
peraturan tersebut, maka dibuatiah peraturan teknisnya. Adapun peraturan teknis
penanggulangan flu burung berpedoman pada Permenkes RI Na.
949/MENKES/SK/NVII2004 tentang Status  KLB, Kepmenkes No,
1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pedoman Panyelenggaraan Sistem Surveilans
Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu dan
Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan
Pemukiman | (P2MPLP)  Na: - 451-i/PD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Penanggulangan Flu Burung
Perkembangan virus flu burung (avian influenza) di Indonesia yang
cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban
jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan dikhawatirkan menjadi
pandemi influenza juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan persoalan yang harus
segera di atasi oleh pemenntah mengingat dampaknya terhadap kelangsungan
berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Keharusan pemerntah untuk pro
aktif dalam melakukan intervensi atas situasi perkembangan penyakit flu burung
yang secara global cenderung terus meningkat dan berimplikasi menjadi
pandemi influenza mendesak pemerintah untuk gegera menanganinya secara
utuh dan berkelanjutan demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD 1945
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Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan
tindakan pengaturan melalui langkah-langkah kebijakan dalam penanggulangan
flu burung, yaitu dengan :

a. Kebijakan pengaturan pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan
flu burung;

b. Kebijakan menyusun dan melaksanakan rencana strategi nasional
pengendalian flu burung;

¢ Kebijakan Pengorganisasian pengendalian fiu burung;

d. Kebijakan pelaksanaan tatakerja dan tatalaksana penanggulangan flu
burung.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam
penanggulangan flu burung tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
S. Pradjudi Atmosudirjo, mengenal tugas dan wewenang pemerintah dalam
menjalankan pemerntahannya. Menurutnya ada empat perbuatan hukum
(rechtshandelingen) atau tindakan pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya
yang dapat dijalankan, atau yang biasa dikenal dengan keputusan pemerintah
(regeringbesiuit), yaitu''* -

a) penetapan (beschikking, administrative discretion)
b) rencana (plan)
¢) norma jabatan (eoncerele normgeving); dan

d) legislasi semu (pseudowetgeving).

"E 5 Prad|udi Atmosudirdjo, Op. Git., him. 28.
|



Sedangkan sifat dari kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam
mengatur pengendalian flu burung tersebut bersumber pada kewenangan
atribusi, delegasi dan mandat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

Dalam kegiatan penanggulangan flu burung ini, tentunya tidak terlepas
dari tujuan yang hendak dicapai, prinsip dasar pelaksanaan serta alasarn-alasan
pentingnya penanganan penanggulangan dilakukan secara dini dan terpadu dan
apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat terselenggaranya
kegiatan tersebut. Hal ini penting untuk diketahui karena dalam konteks HAN
aspek penting penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh beberapa lembaga
negara terletak pada aspek pemerintahannya, yakni bagaimana pemerintah
menjalankan fungsi kekuasaannya, fungsi kebijakannya dan fungsi jaminan pada
pelaksanaannya. Fungsi kekuasaan menyangkut pada penormaan kekuasaan
memerintah, fungsi kebijakanfinstrumental berkaitan dengan menetapkan
kebijakanfinstrument yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan
kekuasaan memerintah, sehingga dengan penggunaan kedua norma tersebut
harus menjamin perindungan dan kesejahteraan bagi rakyat.'" Sedangkan
untuk membuat suatu kebijakan tentunya harus memperhatikan ciri-ciri dari suatu
kebijakan. Suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas apa yang hendak
dicapai, merupakan kelanjutan kebijakan lainnya dan dapat menunjang kebijakan
terdahulu. Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu pedoman untuk bertindak
dan memiliki unsur memaksa untuk ditaati.

Adapun tujuan terpadu penanggulangan flu burung secara nasional,

adalah'™

" Iskatrinah, Op. Git. hitp./lpustaka unpad ac diwp-content/uploads/2009/05/hukum administras| negara pdf,
' Kepala Bappenas, Op Cif him 5—6

[55



¥ ]

Mencegah perkembangan flu burung ke tahap berikutnya: Pencegahan
perkembangan flu burung yang harus segara dilakukan adalah pengendalian
flu burung at source sehingga kasus flu burung pada ternak unggas tidak
berkembang menjadi pandemi influenza, yang dapat menular dari manusia
ke manusia. Perkembangan flu burung menjadi flu biasa pada manusia akan
sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan korban manusia.
Sehingga diperlukan strategi pengendalian flu burung secara nasional dan
terpadu.

Menangani dengan sebaik-baiknya pasien/karban flu burung pada manusia
dan hewan; Penanganan sebaik-baiknya pasien/korban fiu burung pada
manusia dan hewan perlu dilakukan secara tepat dan proporsional
mengingat keduanya tidak bisa dipisahkan. Artinya penanganan pada
korban manusia diutamakan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan
manusia yang berkualitas. Namun demikian penanganan pada hewan
secara bersamaan perlu juga ditangani karena hewan merupakan sumber
penularan kepada manusia.

Meminimalkan kerugian akibat perkembangan flu burung; Penanganan flu
burung befarti menyelamatkan sumber mata pencaharian manusia untuk
kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya penanganan flu burung harus
memperhatikan kelangsungan hidup petemak dan usaha peternakan hulu
hingga hilir. Yang lebih penting lagi produk ternak unggas yang bebas flu
burung merupakan unsur yang menjamin keamanan pangan, yang tidak saja
penting untuk keamanan pangan domestik tetapi juga untuk keamanan

pangan produk termak yang diekspor. Dengan luasnya dampak sosial
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ekonomi tersebut di atas perkembangan flu burung dilakukan untuk
menekan kerugian yang timbul di berbagai bidang.

4. Mengelola pengendalian flu burung secara berkelanjutan; Penanganan flu
burung ini harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat salah satu
sumber penularan flu burung yang sulit dikendalikan adalah burung liar yang
bermigrasi secara bebas dan mampu menyebarkan virus antar negara.
Sehubungan dengan itu selain langkah-langkah penanganan secara caepat
untuk mengatasi akibat flu burung pada saat terjadi, yang lebih diperlukan
adalah penguatan sistem kesehatan manusia dan sistem kesehatan hewan,
Dengan menguatnya kedua sistem tersebut maka kemampuan untuk
mengendalikan sumber flu burung, mencegah penularan kepada manusia
dan menanani korban dapat dilakukan secara terus menerus. Pengendalian
flu burung yang berkelanjutan diharapkan akan mampu untuk menekan
munculnya kasus atau wabah di kemudian hari.

5. Mengefektifkan  kesiapsiagaan menghadapi  pandemi influenza;
Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza dilakukan dengan cara
mengefektifikan dan memfasilitasi suatu respons nasional yang terkoordinasi
disemua jenjang administrasi, melalui kegiatan pencegahan dan
pengendalian untuk mengurangi kesakilan, kematian dan dampak sosial
ekonomi

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka oleh pemerintah kebijakan
penanggulangan fiu burung tersebut disusun dan dilaksanakan berdasarkan lima

prinsip dasar, yaitu''® ;
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Mengutamakan keselamatan manusia.

Prinsip pengutamaan keselamatan manusia dianut mengingat
keberlanjutan kehidupan manusia lebih diutamakan.

Mempertimbangkan faktor ekonomi.

Faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan mengingat dampak sosial
ekonomi yang ditimbulkan, adanya berbagai pilihan kebijakan dan
langkah yang dapat dilakukan dan keterbatasan sumberdaya yang
dirmiliki.

Menekankan upaya terintegrasi seluruh koemponen bangsa: pemerintah,
dunia usaha, masyarakat, organisas! profesi, lembaga internasional.
Pembuatan rencana strategis pada akhimya akan diterapkan di tingkat
masyarakat, baik perusahaan temak dan produk ternak, maupun
penyedia pelayanan kesehatan manusia yang lebih banyak juga
dilakukan oleh swasta Untuk itu, kesadaran dan peran aktif swasta dan
masyarakat dalam pelaksanaan menjadi kunci. Dalam  sistem
desentralisasi otonomi daerah, peran pemenntah daerah sebagai
pelaksana utama penerapan strateqi pemerintah menjadi hal yang
sangat penting. Transparansi pemeérintah daerah tentang kejadian di
wilayahnya masing-masing sangat diperlukan dan upaya bersama
seluruh pemerintah daerah di berbagai tingkatan menjadi suatu
keharusan. Peran organisasi profesi dan lembaga internasional dalam
mendukung peran serta masyarakat dan swasta sangat besar pula.
Mengacu pada kesepakatan dan standar nasional dan internasional’

Strategi yang dipilih disusun dengan mempertimbangkan standar



internasional yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti WHO
dalam pelayanan kesehatan manusia, dan FAQ dan OIE dalam
pelayanan kesehatan hewan.

5. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi  pandemi
influenza harus tetap terpelihara secara berkelanjutan dan akan
mempengaruhi terhadap kebijakan strategi pemerintah yang setiap saat
dapat disesuaikan dengan kebutuhan,

Adanya tujuan dan prinsip dasar pelaksanaan penanggulangan flu burung
tersebut, oleh pemerintah didasarkan pada alasan spesifik pentingnya
penanganan penanggulangan flu burung dilaksanakan secara dini, terencana
dan terpadu. Hal ini dikarenakan flu burung membawa dampak pada usaha
petemakan yang menyangkut jumlah populasi ternak yang besar serta
melibatkan banyak pengusaha dan peternak secara langsung dan tidak langsung
dalam industri perunggasan. Selain itu, juga berdampak terhadap ketersediaan
dan keamanan pangan sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat, Dengan
adanya kejadian wabah penyakit flu burung tersebut diperkirakan akan
menyebabkan penurunan jumiah populasi unggas serta produksi daging dan
telur di dalam negeri sebagai dampak langsung dan sebagal akibat menurunnya
konsumsi masyarakat terhadap produk unggas. Selain itu, wabah penyakit flu
burung i juga berdampak penularan pada manusia dan bahkan
perkembangannya menjadi pandemi influenza

Di Indonesia penularan flu burung dari hewan kepada manusia telah
merenggut korban yang cukup banyak Korban manusia akibat flu burung

tersebut masih terus berlangsung dan dikhawatirkan akan berkembang kepada
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tahap penularan dari manusia ke manusia '’® Disamping itu, kegagalan
menangani flu burung yang sudah endem| di sebagian besar wilayah Indanesia,
menyebabkan Indonesia menjadi sorotan dunia karena dapat menimbulkan
resiko munculnya kasus fiu burung pada manusia dengan segala implikasinya
termasuk yang paling ditakuti dunia, yaitu pandemi influenza.

Langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan flu burung seperti
yang telah disebutkan di atas, dijelaskan sebagal berikut :

a. Pengaturan Penanggulangan flu burung.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap tindakan pemerintah
dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika
pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas
tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam
undang-undang, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-
undangan terkait

Qleh karena itu, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait
masalah penanggulangan flu burung, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang
mendasannya yakni UUD 1945 dan undang-undang maupun  peraturan-
peraturan lainnya, yakni UL Wabah, UU Kesehatan, UU Lingkungan Hidup, UU
No. 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan
Hewan, UU Otonomi Daerah, WU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU RPJP 2005 — 2008, PP No. 40 Tahun
1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, PP No. 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

" Jbid, him. 4-5
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Pemerintah Kabupaten/Kata, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang

RPJM Nasional 2004-2009, Permenkes R| No. S49/MENKES/SK/NVII2004

tentang

Status KLB, Kepmenkes No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular

dan Penyakit Tidak Menular Terpadu, dan peraturan-peraturan terkait lainya.

Adapun kebijakan pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam

penanggulangan flu burung, adalah sebagai berikut :

a,

Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 1371/MENKES/IX/2005 tentang
Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit yg dapat
menimbulkan wabah serta Pedoman Penanggulangannya.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1372/MENKES/IX/2005,
tentang Fenetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung
{Avian Influenza)

Keputusan Menteri Kesehatan Rl No, 1643/Menkes/SK/xii/2005
tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung.

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2006 tentang Komita Nasional
Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan
Menghadapi Pandemi Influenza

Kepmenkes No. 756/Menkes/SK/X/2006 tentang Pembebasan Biaya
Pasien Penderita Flu Burung

Keputusan Menteri kesehatan Rl No. 1468/Menkes/SK/XII/2008
tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan

Pengendalian Virus Flu Burung (avian influenza)
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h.  Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang
Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian
Influenza)

I Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 155/Menkes/SK/II/2007 tentang
FPedoman Penatalaksanaaan Penderita Flu Burung di Rumnah Sakit.

b. Strategi nasional pengendalian flu burung;

Dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan flu burung,
pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) Strategi Nasional dalam menangani
Flu burung yang disusun secara terpadu, baik dari aspek penanganan kesehatan
hewan/ternak maupun penanganan kesehatan manusia. Strategi ini dikenal
dengan nama Rencana Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung dan
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, yang merupakan panduan
nasional penanganan flu burung di Indonesia bagi setiap sftakehoiders, Rencana
Strategi Nasional ini juga sebagai bagian dari strategi regional dan global.

Rencana Strategi Nasional Indonesia ini dinyatakan sebagai bagian dari
penyelesaian masalah flu burung secara global, karena penyusunan strategi
pengendalian flu burung tersebut dilakukan sesuai dengan standar internasional.
Kepatuhan terhadap ketentuar/standar internasional ini sangat penting sehingga
dampak terhadap kesehatan hewan, kemungkinan penularannya pada manusia
dan penyebarannya ke daerah wilayah dan negara lain dapat dihindari
(eksternalitiesfransboundary). Dengan demikian langkah tersebut merupakan
pertanggungjawaban bangsa dan negara Indonesia sebagai bagian dari Asla dan
dunia internasional. Berkaitan dengan ini, maka langkah pengendalian flu burung

ini merupakan upaya bersama yang perlu ditangani secara terpadu yang tertuang



dalam program suatu negara, suatu wilayah, dan dunia yang terkait satu sama
lain.""” Perumusan Rencana Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung dan
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza ini dilakukan melalui tiga tahap.
Tahap pertama adalah penyusunan bersama oleh Departemen Kesehatan,
Departemen Pertanian dan dikoordinasi oleh Kementerian Negara
FPPN/Bappenas. Tahap kedua, adalah penyempumaan dengan melibatkan
instansi terkat, asosiasi, lembaga profesi dan dunia usaha serta diverifikasi
dalam pemenuhan standar internasional dari lembaga internasional yang
kompeten di bidang kesehatan temak dan kesehatan manusia. Dengan
demikian, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam penyusunannya dan
kemudian juga dalam penerapannya, sehingga tujuan khusus dalam
pengendalian flu burung dapat tercapai dan dapat mencegah timbulnya pandem
influenza yang tidak diinginkan. Tahap ketiga, setiap instansi terkait membuat
langkah-langkah operasional yang lebih konkrit dan dilengkapi pedoman-
pedoman teknis dengan mengacu kepada Strategi Nasional tersebut. '™
Kebijakan strategi ini meliputi 2 hal yaitu: (1) Strategi Nasional
Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan (2) Strategi Nasional
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi |nfluenza. Strategi Pengendalian Flu
Burung ditujukan untuk memberantas flu burung pada sumbernya yaitu pada
hewan dan ternak, dan meningkatkan penanganan kesehatan pada manusia
terutama yang beresiko tinggi. Strategi Masional Kesiapsiagaan FPandemi
Influenza bertujuan untuk mempersiapkan mekanisme, pelaku, instrumen dan

sumberdaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pandemi influenza

"7 \bid., him. B,
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sehingga kebijakan dan rencana nasional pandemi bersifat kesiapsiagaan atas
suatu kejadian yang mungkin saja tidak tenadi.

Kesepuluh strategi nasional dalam upaya pengendalian Al di Indonesia
tersebut merupakan gabungan dari strategi Departemen Pertanian dan
Peternakan (Deptan) dan Departemen Kesehatan (Depkes) yang difasilitasi cleh
Bappenas. Kesepuluh strategi tersebut sebagai berikut''™ :

1. Pengendalian penyakit pada hewan;

2. Penatalaksanaan kasus pada manusia’

3. Perlindungan kelompok resiko tinggi;

4. Surveilans epidemiologi pada hewan dan manusia;
5. Restruktunsasi sistem industri perunggasan;

6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

7. Penguatan dukungan peraturan;

8. Peningkatan kapasitas (capacity building),

9. Penelitian kaji tindak;

10. Monitoring dan Evaluasi.

Dar sepuluh strategi nasional tersebut, lebih difokuskan pada upaya
pengendalian penyakit pada hewan, penatalaksanaan kasus pada manusia, dan
perlindungan kelompok resiko tinggi Strategl fokus ini didukung oleh surveilans
dan epidemiologi pada hewan dan manusia, peningkatan kapasitas, penelitian
kaji tindak, komunikasi informasi dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi.
Keberlangsungan dan efeklifitas strateqi tersebut perlu didukung oleh penguatan

peraturan perundangan dan restrukturisasi sistem industri peternakan. '

"% hid Rim &
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Sedangkan Strategi Nasional Kesiapsiagaan Pandemi Influenza,

bertujuan untuk memfasilitasi suatu respons nasional yang terkoordinasi, efektif

disemua jenjang administrasi dalam menghadapi pandemi influenza, melalui

kegiatan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi kesakitan, kematian

dan dampak sosial ekonomi. Meliputi tujuan khusus penyelenggaraan dan

strategi penyelenggaraan, yaitu sebagai berikut'?' -

yaitu.

Tujuan Khusus Strategi MNasional Kesiapsiagaan Pandemi Influenza,

Mengurangi penularan virus dan peluang terjadinya infeksi pada
manusia

Memperkuat sistem penngatan dini surveilans untuk respons dini dan
terkoordinasi terhadap kejadian luar biasa (KLB).

Memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus influenza
pandemi.

Mengurangi dampak pandemi terhadap kesakitan dan kematian serta
meminimalkan dampak sosial ekonomi (kekacauan sosial),

Monitoring dan evaluasi respons yang sedang dan telah dilakukan

terhadap pandemi.

Sedangkan bentuk strateginya, adalah sebagai berikut

¥

Penguatan manajemen  berkelanjutan (perencanaan. aktivitas,
pengorganisasian, koordinasi, monitoning dan evaluasi)
Penguatan surveilans pada hewan dan manusia (termasuk peringatan

dini, investigasi dan tindakan pengendalian).

' hid him 17-18



3. Pencegaha, pengendalian (proteksi risiko tinggi, vaksinasi,
biosecurity, dil).

4. Penguatan kapasitas respons pelayanan kesehatan (kesiapan obat
peralatan kesehatan, vaksin, laboratorium, SDM, penatalaksanaan
kasus, dil).

5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (komunikasi resiko).

Lengan demikian, adanya strategi nasional dalam upaya pengendalian fiu
burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di Indonesia,
merupakan salah satu bentuk sikap pro aktif pemerintah dalam melakukan
Intervensi atas situasi tersebut yang mendesak untuk ditangani secara utuh dan
perkelanjutan. Dalam kebijakan strategi ini terlihat bahwa penyusunan strategi
nasicnal dilakukan dengan mengintegrasikan aspek penanganan kesehatan
ternak dan manusia secara simultan dan Berkesinambungan, Partisipasi dan
kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian flu burung dan
kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza perlu ditingkatkan. Pemerintah
jelas tidak menjadi satu-satunya penanggungjawab dan pelaksana dalam
penanganan flu burung karena seluruh komponen masyarakat mempunyai
fungsi dan peran yang sama pentingnya. Berlakunya otonomi daerah dalam
bentuk kebijakan desentralisasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk berperan sebagai pelaksana utama penerapan strategi nasional
tersebut diwilayannya masing-masing, yang dapat dijadikan sebagai salah satu

kunci keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah ini.
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¢. Pengorganisasian pengendalian flu burung;

Sebagaimana sifatnya, flu burung adalah penyakit yang dapat melintas
batas negara, dan akan lebih mudah melintas batas pulau apalagi batas wilayah
dalam satu daratan/pulau. Oleh karena itu, seluruh stakeholders di bidang
peternakan dan kesehatan memeriukan. a) pemerintah daerah menerapkan
transparansi tentang kejadian di wilayahnya masing-masing; dan b) segera
melakukan tindakan yang diperiukan sesuai kebijakan strategi nasional, dengan
menggalang semua unsur di wilayahnya dan mencan dukungan dari sumber lain.

Ketidakterbukaan suatu daerah untuk dimonitor dan dilakukan surveilans
tidak akan dapat mencegah penyebaran flu burung, dan bahkan akan
mengakibatkan perkembangan yang fidak dapat dikendalikan yang dapat
menimbulkan korban finansial dan sosial ekonomi bahkan korban manusia yang
lebih besar. Sehingga, upaya bersama seluruh siakeholders di daerah dalam
koordinasi pemenntah daerah adalah suatu keharusan.

Berkatan dengan hal tersebut, dengan adanya momentum penanganan
flu burung, sistem kesehatan hewan (veteninary services) dan sistem kesshatan
manusia harus direvitalisasi dan diperkuat secara menyeluruh dan terpadu.
Dalam hal inl; Deptan dan Depkes bertanggungjawab secara teknis dalam
pengaturan dan pelaksanaannya, dan secara bersama-sama dengan Kepala
Daerah memfungsikan kedua sistem ini di eetiap wilayah Republik Indonesia.
Dengan demikian, maka monitoring keadaan di masyarakat dapat terdeteks
dengan cepat untuk dilakukan respon sedini mungkin. Selanjutnya, dengan
dukungan berbagai instansi dan pihak-pihak terkait, maka penanganan masalah

flu burung dapat dilaksanakan.
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Dalam pelaksanaan kebijakan strateg: ini, tentunya merupakan tantangan
bagi otonomi daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi, disini terlihat
bahwa peran Pimpinan Daerah adalah sebagali penanggung jawab utama
pelaksanaan strategi ini dalam wilayah otonomnya. Tanggung jawab dan
kebersamaan dalam pelaksanaan di setiap daerah dan wilayah merupakan kunci
sukses pencapaian tujuan kebijakan strategi ini. Akan tetapi, dalam keadaan
mendesak khususnya pada saat urgent dan emergency yaitu apabila pandemi
influenza sudah dapat diperkirakan waktu terjadinya, maka diperiukan jalur
koordinasi’lkomandao yang jelas. Sistem komando seperti ini sudah diatur dalam
UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah, UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, PP No, 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
dan peraturan-peraturan pendukung lainnya, bahwa di setiap tingkat kewilayahan
diatur sistem kermando di tingkat Gubermur dan Bupati.

Mekanisme koordinasi/ komando yang disarankan (Gambar 1) adalah
dalam setiap wilayah pemerintahan terdapat satu Tim Koordinasi Al-Pl baik di
tingkat kabupaten/kota maupun di propinsi, masing-masing beranggotakan wakil-
wakil dari seluruh stakehoelders, baik dan instansi teknis, perguruan tinggi, pelaku
usaha dan masyarakat. Tim ini diketuai oleh Pimpinan Daerah. Di tingkat Pusat,
Tim Koordinasi diketuai oleh Menko Kesra dengan anggota dari seluruh pihak
terkait yang bertanggungjawab untuk memonitor perkembangan dan melaparkan
respan cepat yang diperlukan kepada Presiden sehingga keputusan dapat
secara cepat diambil dan dilaksanakan Tanggung-jawab berbagai instansi terkait

dilakukan mengikuti matriks yang disusun untuk setiap strategi. Dengan demikian
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seluruh strategi yang sudah disusun untuk pengendalian flu burung dan
kesiapsiagaan pandemi influenza akan berhasil dilaksanakan.'*

Gambar 1. Mekanisme Koordinasi/ Komando'®

TIM AI-PI PUSAT _ _
(MENKO-MENKES- " PRESIDEN

MENTAN)

. TIMAI-PI - . |
PROVINSI e GUBERNUR

| TIM Al - P1 BUPATL/

£ q____,.-—q_____‘—'-:}
| KABUPATEN/KOTA | i WALIKOTA

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila terjadi
suatu kompleksitas permasalahan yang mendesak untuk ditangani secara utuh
dan berkelamjutan, dihadapi dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk
kerjasama teknis dan operasional secara terpadu, baik secara horizontal di
setiap tingkat pemenntahan dan stakeholder lannya maupun secara vertikal
dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat, serta dengan adanya kebersamaan
dan tanggung jawab semua pihak dan ketegasan pengambilan keputusan setiap
pimpinan daerah, kesuksesan pelaksanaan kebijakan strategi nasional ini dapat
terwujud dalam rangka mengamankan wilayah negara Republik Indonesia dari

wabah flu burung dan mencegah terjadinya pandemi influenza.

" i hEm 23
' ibid, him. 24
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d. Pelaksanaan tatakerja dan tatalaksana penanggulangan flu burung.

Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tata kerja dan tata
laksana penanggulangan flu burung, mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU
Kesehatan, yakni melalui upaya kesehatan Upaya kesehatan tersebut
diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan pencegahan dan
penanggulangan flu burung dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan
berkelanjutan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Selain itu,
untuk  memudahkan pelaksanaan upaya kesehatan tersebut, juga
diselenggarakan sistem suveilans epidemiologi yang pelaksanaanya merujuk
pada ketentuan Kepmenkes No. 1479/Menkes/ SK/X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan
Penyakit Tidak Menular Terpadu, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang melalui Pasal 1584 ayat (2) dan (3) dan Pasal 155 ayat (2) dan (3)
UU Kesehatan

Dalam konteks HAN, pelaksanaan tata kera dan tata |aksana
penanggulangan flu burung merupakan bentuk pseudo wetgeving/peraturan
kebijaksanaan dari pemerintah atau dikenal dengan istilah lain yaitu freies
Ermessen. Peraturan kebijaksanaan ini merupakan tindakan yang ditempuh oleh
badan atau pejabattata usaha mnegara untuk mengatasi suatu permasalahan atas
dasar kebijaksanaan yang bertujuan demi kemaslahatan. Suatu langkah
kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak

mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Suatu
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peraturan kebijaksanaan merupakan tercbosan atas dasar penggunaan
discretionare.

Adapun bentuk pelaksanaan tata kerja dan tatalaksana penanggulangan
flu burung yang dilakukan pemernintah (berdasarkan Peraturan Presiden No. 7
Tahun 2006), adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan yang mendukung kebutuhan

pelaksanaan penanggulangan flu burung,

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pengslolaan data dan

informasi;

3. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:

4. Memberikan arahan kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota

terkait flu burung dan pandemi influenza.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa
kebijakan pemerintah dalam pengaturan flu burung merupakan langkah-langkah
pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk suatu perencanaan atau program
mengenai apa vyang akan dilakukan pemerintah  dalam  menghadapi
permasalahan flu ‘burung dan  bagaimana  cara melakukan atau
melaksanakannya. Tujuan dirumuskannya kebijakan pemerintah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah perkembangan flu burung ke tahap benkutnya,
menangani dengan sebaik-baiknya pasien/korban flu burung pada manusi dan
hewan, meminimalkan kerugian akibat perkembangan flu burung, mengelola
pengendalian flu burung secara berkelanjutan dan mengefektifkan kesiapsiagaan
menghadapi pandemi influenza. Dirumuskannya tujuan kebijakan tidak akan

efektif tanpa adanya pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan
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langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Cleh karena itu, untuk
menjamin terlaksanananya tujuan kebijakan tersebut, maka diperlukan strategi
atau langkah-langkah dalam pelaksanaanya Adapun strategi langkah-langkah
pemerintah dalam menanggulangi flu burung, yakni merumuskan kebijakan
pengaturan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan teknis untuk
penanggulangan flu burung, menyusun rencana strategi penanggulangan dan
melaksanakannya, melakukan pengorganisasian pelaksanaan penanggulangan
serta mengatur tata kerja dan tata laksana penanggutangan flu burung.
B. HAK MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT

Istilah sehat mengandung banyak muatan kultural, sosial dan pengertian
profesional yang beragam. Dalam benak orang awam, sehat diartikan sebagai
orang dalam kondisi tidak sakit, dapat melaksanakan kegiatan, tidak ada
keluhan *' WHO melihat sehat dari berbagai aspek dan memberikan pengertian
sehat sebagai suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun
kesejahteraan sosial seseorang (Health is a state of complete physical mental
and social well-being, and not merefy the absence of disease or infirmity).'*
Menurut batasan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Ul Kesehatan,
Bearbunyi

"Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spirtual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif

secara sosial dan ekonomis.”

Batasan pengertian di atas, mengandung arti bahwa kesehatan

seseorang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdin dan unsur-

Soakijo Notoadmodjo, Op.CF., him. 2
35 arie Walikow, Op. Cit.. him, 4,
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unsur fisik, mental, spirtual (jiwa) dan sosial yang diukur dari produktifitasnya
menghasilkan sesuatu secara ekonomi maupun sosial yang didalamnya
merupakan bagian integral kehidupan suatu bangsa.

Kesehatan dikatakan sebagai bagian integral dan kehidupan suatu
bangsa, karena didalamnya terkait berbagai aspek kehidupan yang menjadi
dasar diakuinya hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia itu sendiri
mempunyai 2 (dua) pengetian dasar yang tidak dapat dipisahkan.'® Yang
pertama ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak
manusia, karena ia adalah seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral
yang berasal dan kemanusiaan setiap manusia. Pengertian kedua adalah hak-
hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum
darl masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar
dari hak ini adalah persetujuan dan yang dipenntah, yaitu persetujuan dari para
warga yang tunduk kepada hak-hak itu. Sehingga dengan demikian, dari
pengertian di atas ada 3 hak-hak dasar manusia, yakni hak-hak pribadi, hak-hak
sosial dan hak-hak budaya.

Dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, hak untuk hidup sehat
sesungguhnya merupakan interaksi dan interelasi dari tiga hak dasar manusia
yang merupakan bagian dan hak-hak manusia universal. yakni hak pribadi dan
hak sosial yang pada tingkat tertentu akan menjadi hak budaya Hak untuk hidup
sehat, secara khusus ada dalam artikel 25 Deklarasi Universal tentang Hak-hak
Asasi manusia yang menyebutkan bahwa “tiap orang mempunyai hak hidup pada

standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga

" Lian Levin, Hak-hak Asasi Manusia Tanya Jawab, Pradnya Paramia. Jekarta, 1987, him.7
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mereka termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan dan pelayanan
kesehatan” (everyone has the nght to standard of living adequate for te health
and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and
medical care). Artikel ini kemudian dimasukan dalam konstitusi WHO, dan
diratifikasi oleh banyak konvensi internasional lainnya.

Oleh karenanya, setiap gangguan, intervensi, atau ketidak adilan, ketidak
acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak sehatan tubuh manusia,
kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan hukumnya,
serta ketidak adilan dalam manajemen sosial yang mereka tenma merupakan

" Dengan demikian, dapat

pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia. "
dikatakan bahwa manusia umumnya dan warga negara khususnya mempunyai
hak-hak dasar yang disebut sebagai hak asasi. Hak ini telah dijamin dan menjadi
kewajiban suatu negara dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak tersebut.
Salah satu hak asasi yang dijamin dan menjadi kesepakatan global adalah hak
atas kesehatan

Hak atas kesehatan tersebut memiliki landasan politik dan hukum yang
sangat kuat dar tingkat internasional sampai tingkat nasional, Pada tingkat
internasional, jaminan terhadap hak asasi manusia dituangkan dalam Deklarasi
Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan konvensi-konvensi dibawahnya, seperti
Konstitusi WHO 1946, Deklarasi Alma Ata 1978 Deklarasi Kesehatan Dunia
1998. Bahkan pada penjelasan umum (General Comment) No. 14/2000 Kovenan

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 2000, secara khusus ditegaskan hak-hak

atas perawatan dan pelayanan kesehatan Lebih lanjut kesepakatan-

""" Agust Riewanto Menagih Negara Memenuhi Hak Kesehatan Susra Pembarusn,www. suarapambaruan
GO
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kKesepakatan yang menyangkut kesehatan sebagai hak dasar ini juga dituangkan
dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development Goal, MDG)
2000.™

Pada tingkat nasional, hak atas kesehatan dijamin oleh pemerintah
melalui UUD 1945, yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan unsur
kesejahteraan umum dan setiap warga negara berhak atas pelayanan
kesehatan. Salah satu aspek dari memajukan kesejahteraan umum adalah
negara menjamin hak warganya untuk sehat sebagaimana dijabarkan dalam
Pasal 28H (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera |ahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak Pelayanan
kesehatan dimaksud adalah hak yang diperoleh dari fasilitas pelayanan
kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1845 menyatakan, bahwa negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasiltas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya, mengingat masalah sehat adalah hak setiap manusia dan
kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, maka setiap
penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh harus dilakukan dengan
memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah dilaksanakannya Lupaya
kesehatan masyarakal. Untuk atu UL Kesehatan berusaha memberi rumusan
tentang hak dan kewajiban di bidang kesehatan

Hak dan kewajiban atas kesehatan tersebut adalah batasan yang

memiliki aspek perlindungan hukum, yang mana setiap orang menurut Pasal 4

"* Topatimasang Roern, EL All, (editor), Sehat Itu Hak (Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan), Fakuttas
Kedokteran Mata U, Jakarta 2005, him o xii-xv
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UU Kesehatan dan penjelasannya, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
kesehatan, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas
pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Kemudian Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan berbunyi ;

“Setiap orang mempunyal hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Pernyataan ini tentunya mengandung arti bahwa pelayanan kesehatan
sesungguhnya merupakan hak masyarakat untuk hidup sehat dan pemerintah
berkewajiban wuntuk menjamin terpenuhinya hak tersebut dalam rangka
memajukan  Kesejahteraan rakyat dan mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut Pasal 3 UU Kesehatan,
menyatakan banhwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud
melalui pembangunan kesehatan yang merupakan investasi bagi pembangunan
sumber daya yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Menciptakan sumber daya yang produktif secara sosial dan ekonomis
dalam pembangunan kesehatan maksudnya adalah untuk menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemampuan bangsa
untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan
kemakmuran bangsa serta menjadikannya siap menghadapi tantangan-
tantangan globalisasl dan mampu memanfaatkan peluang yang ada Untuk
menjaga Kualitas kesehatan masyarakat yang berdaya saing tinggi, diperlukan
suatu sistem jaminan perlindungan dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang
baik, aman, bermutu dan terjangkau dengan senantiasa menghormati hak-hak

asasi manusia.



Oleh karena itu, negara dengan aparaturnya terutama yang bergerak di
bidang kesehatan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari
gangguan kesehatan serta menjamin hak masyarakat atas kesehatannya dengan
mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakatnya. Tanggung
Jawab pemerintah ini diatur pada Pasal 14 UU Kesehatan, yang berbunyi

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikhususkan pada pelayanan publik

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kesehatan ini sejalan dengan konsep
welfare state (negara kesejahteraan) yang pada dasarmnya mengacu kepada
peran negara yang aktf mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan umum
disegala bidang kehidupan masyarakat yang didalamnya mencakup tanggung
jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kepentingan umum dan
salah satunya adalah pelayanan bidang kesehatan.

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang biasanya menjadi cin negara
kesejahteraan, yang juga menjadi domain utama penilaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) atau yang lebih dikenal dengan istilah Human Development index
(HDI), yakni'* (1) Kesehatan, (2) Pendidikan dan (3) Ekonami. Ketiganya saling
berinteraksi dan berinterelasi satu dengan yang lainnya Artinya tanpa kesehatan
yang baik pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa

kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga

masyarakat dapat membalk pula. Demikian sebaliknya. Yang pasti HDI

' Fand AnfasaMuluk, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat,
Makalah disampaskan pada Seminar Pambangunan Mukum Masional Vill, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia BRI Denpasar 2003, him, 3
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merupakan cermin dari kecerdasan dan kemakmuran suatu bangsa, yang
merupakan tolak ukur dari masyarakat madani (civil society), yakni suatu tatanan
masyarakat modern sebagaimana konsep welfare state (masyarakat yang dapat
menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya),
masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan
sosiainya) dan masyarakat yang beragama.

Bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan dimaksud merupakan
bentuk kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan penyelenggaraan
kepentingan publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas kesehatannya
melalui upaya kesehatan yang menyeluruh, tercapai (accessible), aman (safety),
tejangkau (afforadable), bermutu (quality), efisien, tidak diskrAminatif serta
berkesinambungan sebagai wujud dan tanggung jawab pemerintah yang diatur
dalam Pasal 19 UU Kesehatan, yang berbunyi

‘Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya

kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau "

Upaya kesehatan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU
Kesehatan, yang berbunyi

‘Upaya Kkesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan

secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan *

Sedangkan pelaksanaan upaya kesehatan tersebut diselenggarakan
dengan mengacu kepada Pasal 48 ayat (1) UU Kesehatan, yang berbunyi .

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pelayanan kesehatan
b. pelayanan kesehatan tradisional:
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peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

kesehatan reproduksi:

keluarga berencana,;

kesehatan sekolah;

kesehatan olahraga,

pelayanan kesehatan pada bencana;

pelayanan darah;

kesehatan gigi dan mulut;

penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
kesehatan matra;

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
pengamanan makanan dan minuman;

pengamanan zat adiktif, dan/atau

bedah mayat:

AvOoazTEFTTS@oB A0

Ketentuan pasal-pasal UU Kesehatan ini melahirkan suatu pemikiran
bahwa hak kesehatan masyarakat dipandang sebagai suatu persoalan
kesehatan yang merupakan fakior utama dan investasi berharga yang pada
pelaksanaanya melahirkan suatu paradigma baru yakni paradigma sehat yang
mengutamakan upaya kesehatan dengan didasarkan pada upaya promotif dan
preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif, yang menyeluruh, tercapai
(accessible), terjangkau (afforadable), bermutu (quality), tidak diskriminatif serta
berkesinambungan  Sehingga ketentuan pasal-pasal UU Kesehatan ini
merupakan wujud dari terciptanya suatu aturan perundang-undangan yang
berwawasan sehat,

Dengan demikian, jelas bahwa secara yundis kesehatan merupakan
salah satu tolak ukur utama dar pembangunan kesehatan dan kesejahteraan
nasional suatu bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Karena
kesehatan adalah hak asasi manusia dan prinsip dasar pembangunan kesehatan
itu sendin adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-
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tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia seutuhnya
melalul pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan merupakan
kunci untuk mencapal pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan
memperhatikan berbagai asas. Menurut Pasal 2 UU Kesehatan, pembangunan
kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan,
manfaat, perlindungan, penghormatan ternadap hak dan kewajiban, keadilan,
gender dan nondiskniminatif dan norma-norma agama. Sehingga, dari ketentuan
pasal tersebut pembangunan kesehatan dapat mencapai atau menciptakan apa
yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sehat,
berkualitas dan berdaya saing kuat dan menjadi salah satu indikator dalam
program pembangunan kesehatan, seperti yang dirumuskan dalam UU RPJP
2005 -2025.

Dalam undang-undang inl, sasaran program pembangunan kesehatan
diarahkan melalui upaya kesehatan dengan memperhatikan dinamika
kependudukan, epidemiologli penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,
kemajuan iimu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi
dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral dan lintas daerah
yang ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta
upaya promotif dan preventif

Program pembangunan kesehatan tersebut menimbulkan suatu konsep
pemikiran bahwa program ini tidak saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab
pemenntah khususnya di sektor kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab
masyarakat umum yang pada akhimya kesehatan menjadi budaya dan berhat

dimasyarakat. Program Kesehatan harus pula dapat dilaksanakan oleh
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masyarakat sendir dengan kemandiriannya; “advocacy”," fasilitasi, dan “technical
assistant’ dibantu oleh "multi sektoral” termasuk masyarakat bisnis. Masyarakat,
multi  sektoral, dan masyarakat bisnis harus mampu dan memahami
‘pembangunan yang berwawasan kesehatan' Masyarakat dan multi sektoral
harus mampu dan memahami perencanaan pembangunan wilayah dan
pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak
negatifnya terhadap kesehatan baik untuk perorangan, keluarga, dan,
masyarakat sendiri. Selain itu, di sektor kesehatan sendiri upaya dan usaha yang
dilakukan harus mampu dan dapat berupaya melakukan upaya dan usaha
kesehatan yang lebih bersifat preventif dan promotif, tanpa meninggalkan upaya
dan usaha kuratif serta rehabilitatif. Dasar pandang dalam pembangunan seperti
inilah yang dikenal sebagai Paradigma Sehat.'*

Paradigma sehat itu sendin adalah cara pandang atau pola pikir
pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif antisipatif, dengan
melihat masalah kesehatan sebagal masalah yang dipengaruhi oleh banyak
faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dalam suatu wilayah yang beronentasi
kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar
tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang saiit. '’

Masalah kesehatan tersebut merupakan resultante dar berbagai masalah
lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial,
budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika dan juga otonomi daerah.
Berlakunya otonomi daerah juga menjadi persocalan dalam kaitannya dengan

tanggung jawab pada peraturan perundang-undangan. yakni UU Otonomi

" Jbig him. §
" Sunanti Z. Soejoeti, Op.Cif, him. 3
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Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007, yang mengatur mengenai kewajiban
pemerintah  yang  sebelumnya menjadi tugas pemerintah  pusat,
didesentralisasikan kepada provinsi khususnya masalah kesehatan. Kemudian
pemerintah menetapkan strategi kebijakan desentralisasi bidang kesehatan yang
bertujuan mewujudkan pembangunan nasional bidang kesehatan yang
berlandaskan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun
dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas
nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010 (SK Menkes No.
004/Menkes/SKN/2003 tentang kebijakan dan Strategi Desentralisasi di Bidang
Kesehatan).

Adanya desentralisasi ini, penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan
harus berangkat dar masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah, dalam
bentuk pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah
untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangganya sendin yang
dipandang lebih sesuai untuk pengelolaan pembangunan di daerahnya

Pada intinya lahimya suatu kansep paradigma sehat memberikan
perhatian utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi
kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar
yang sehat tetap sehat namun tetap mengupayakan yang sakit segera sehat.
Pada pnnsipnya kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat untuk
mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobati penyakit, '

Jadi, paradigma sehat merupakan upaya untuk lebih meningkatkan

kesehatan masyarakat yang bersifat proaktif, yang dijadikan sebagai model

= bid hm. 3.
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pembangunan kesehatan jangka panjang yang diharapkan mampu mendorong
masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang
lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Implementasi paradigma
sehat tersebut adalah pembangunan berwawasan kesehatan sebagaimana
dijelaskan dalam Penjelasan Umum UL Kesehatan.

Masyarakat mandini untuk hidup sehat 2010 merupakan salah satu visi
pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang dimasukan dalam program
RPJP Nasional 2005 — 2025 Misinya adalah mewujudkan masyarakat mandiri
untuk hidup sehat tanpa memperhatikan status sosial masyarakat, ras, agama
dan sebagainya, menggerakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan,
memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungannya. Sedangkan sasarannya diarahkan pada
kerjasama lintas sektor, kemandirian masyarakat dan kemitraan, penlaku hidup
sehat, lingkungan sehat, upaya kesehatan, manajemen kesehatan dan derajat
kesehatan, dengan kegiatan kongkrit yang berpihak kepada rakyat, dalam bentuk
gerakan/tindakan nyata untuk menjadikan rakyat sehat sebagai sumber kapital
sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak
masyarakat untuk hidup sehat merupakan perwujudan dan hak asasi manusia
yang secara yuridis dijamin oleh UUD 1945, yang menyatakan bahwa kesehatan
merupakan unsur kesejahteraan umum dan setiap warga negara berhak atas

pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan dimaksud merupakan salah satu



bentuk dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan wujud dari tanggung
jawab pemerintah untuk menjamin terlindunginya masyarakat dari gangguan
kesehatan serta terpenuhinya hak atas kesehatan masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh
karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat yang pelaksanaanya diatur melalui UU Kesehatan.
Dalam UU Kesehatan, upaya kesehatan merupakan faktor utama dan investasi
berharga pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan
perkemanusiaan, _keseimbangan, manfaat, periindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-
norma agama. Pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut melahirkan suatu
paradigma baru yakni paradigma sehat yang mengutamakan upaya kesehatan
dengan didasarkan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif
dan rehabilitatif, yang menyeluruh, tercapai (accessible), terjangkau
(afforadable), bermutu (quality), tidak diskriminatif serta berkesinambungan.
Sehingga, dari paradigma sehat tersebul, pembangunan kesehatan dapat
mencapal atau menciptakan apa yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang sehat, berkualitas-dan berdaya saing kuat dan menjadi
salah satu indikator dalam program pembangunan kesehatan, sebagaimana
dirumuskan dalam UU RPJP 2005 — 2025. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan
mengenai upaya kesehatan yang ada dalam UU Kesehatan merupakan
implementasi paradigma sehat sebagai wujud dari kewajiban pemerintah dalam
memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan terciptanya suatu aturan

perundang-undangan yang berwawasan sehat, yang diwujudkan dalam bentuk
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pertama, negara menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan
program kesehatan untuk masyarakat, kedua kesehatan yang terjangkau
diseluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dengan memperhatikan
berbagai asas, ketiga, kesehatan dapat diterima oleh masyarakat, keempat
kesehatan yang berkualitas, yang mengacu pada penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang layak dan bermutu
C. HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN
PENANGGULANGAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN
TERPENUHINYA HAK MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis
dapat memberikan analisis mengenai hubungan kewenangan pemerintah dalam
pengaturan  penanggulangan flu burung (Avian Influenza). menyebabkan
terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat Analisis penulis ini dapat
diuraikan sebagai berikut.

Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sebab di  dalam wewenang tersebut
mengandung hak dan kewajiban. Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya
sebagal penyelenggara negara atas dasar kewenmangan yang diperolehnya,
artinya keabsahan tindak/perbuatan pemerintah atas dasar wewenang yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan (Jegalifiet beginselen)

Kewenangan pemerintah dalam pengaturan penanggulangan fiu burung
yang bertujuan memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dilatarbelakangi
oleh konsep welfare state yang dianut oleh negara Indonesia, yakni suatu konsep
yang mendasari adanya kewenangan yang sah dari pemerintah untuk turut

campur dalam melakukan berbagai kegiatan pemerintahan guna melaksanakan
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tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam konsep welfare state,
tujuan yang ingin dicapai setiap negara adalah bagaimana memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya Oleh karenanya tugas utama
pemerintah  adalah memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat
(bestuurszorg/service public). Agar tujuan dan tugas pemerintah tersebut dapat
dicapai, maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan
diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang
masing-masing. Pelaksanaan bestuurszorg ini merupakan atau menjadi tugas
utama pemerntah dalam suatu negara hukum modem yang memperhatikan
kepentingan seluruh rakyat. Bahkan pelaksanaan bestuurzorg itu menjadi suatu
tanda yang menyatakan adanya suatu welfare state yang bertujuan sebagaimana
bunyi Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni dalam rangka melindungi hak
masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur

Dalam melaksanakan tugas bestuurzorg ini, membawa konsekuensi
khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif
sendiri di dalam menyelesaikan soal-soal penting yang timbul secara tiba-tiba di
mana peraturan penyelesaiannya belum  ada (Freies Enmessen/pouvoir
discretionnaire), Kemerdekaan yang diperitkan oleh pemerintah ini membawa
konsekuensi turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat
Terlebih-lebih dalam era globalisasi yang semakin pesat, sejalan dengan
semakin meningkat meluasnya pembangunan ke berbagai sektor/bidang
kehidupan, maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intemnsif ke

dalam berbagal seqi kehidupan masyarakat.
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Konsekuensinya, tugas pemerintah semakin bertambah banyak, luas dan
kompleks, termasuk masalah kesehatan terutama penanggulangan penyakit
menular, dalam tesis ini dibahas mengenai penyakit flu burung. Hal tersebut,
membawa konsekuensi pula terhadap banyaknya atau beragamnya tindakan-
tindakan/perbuatan-perbuatan yang akan dijalankan oleh pemerintah berupa
pembuatan regeling dan beschikking.

Dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan
penanggulangan flu burung dan terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat,
terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah dalam  penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu sebagai konsekuensi tanggung
jawab pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang dalam hal ini
adalah hak atas kesehatan. Hak tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai
manifestasi hak asasi manusia agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Kesehatan juga merupakan aspek paling penting dalam
menentukan tingkat kesejahteraan dan standar mutu kualitas suatu bangsa Hak
atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. ini bukan berarti pemerintah
harus menyediakan sarana pelayanan Kesehatan yang mahal dan diluar
kesanggupan Tetapi. lebih menuntut pada kewajiban membuat berbagai
kebijjakan yang mengarah pada tersedia dan terjangkaunya pelayanan
kesehatan tersebut untuk semua lapisan masyarakat Dalam rangka hal tersebut,
pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan

pelayanan kesehatan (health service).
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Agar pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas, tegas dan
menyeluruh  dalam melaksanakan penanggulangan flu burung, maka
kewenangannya harus berpijak pada ketentuan hukum yang masih berlaku
terkait dengan penanggulangannya, yaitu UUD 1945, UU Wabah, UU Kesehatan,
UU Otonomi Daerah, UU RPJP 2005 — 2025, dan peraturan pelaksananya yakni
PP No. 40 Tahun 1991, PP No 38 Tahun 2007, Perpres Na. 7 Tahun 2005
Permenkes Rl No. 949/MENKES/SK/MII/2004 tentang Status KLB, Kepmenkes
No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
dan Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyshatan
Lingkungan = Pemukiman (P2MPLP) No  451-/PD.03.04 IF/1991 tentang
Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
Dengan perkataan lain, keberadaan ketentuan hukum tersebut akan dapat
berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam penyusunan produk-
produk hukum lainnya yang berkaitan dengan flu burung serta menjamin
kepastian hukum terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh serta
terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat.

Menurut. ketentuan Pasal -3 dan Penjelasan Umum UU Wabah,
kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengatur penanagulangan flu
burung diberikan kepada Menteri Kesehatan atas kuasa undang-undang.
Ketentuan ini mengandung arti bahwa wewenang penanggulangan penyakit
menular berada ditangan Menteri Kesehatan, yang menurut pasal ini mempunyal
tugas untuk menjamin penanggulangan wabah secara cepat dan tepat, jenis

penyakit tertentu vyang dapat menimbulkan wabah dan memerlukan
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penanggulangan khusus agar tidak menimbulkan dampak yang lebih
membahayakan lagi bagi kesehatan masyarakat. Penanggulangan yang
dimaksud dilakukan dengan cara membuat pengaturan mengenai jenis penyakit
yang dapat menimbulkan wabah, penetapan daerah wabah dan tata cara
pelaksanaan upaya penanggulangan wabah tersebut

Dalam hal ini, kewenangan menteri kesehatan sebagai apresiasi atas
tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan flu burung dimaksudkan
dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat atas haknya untuk tidak
tertular suatu penyakit dan terlindungi dan malapetaka yang ditimbulkannya
Ketentuan mengenai kewenangan yang dimaksud adalah merencanakan,
mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan
bentuk-bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan
masyarakalt yang merata terangkau oleh masyarakat. Sehingga, dalam
melaksanakan tugas tersebut, Menten Kesehatan mempunyal  fungsi
merumuskan kebijaksanaan, membuat perencanaan dan mengkoordinasikan
segala kegiatan dalam rangka penanggulangan flu burung dengan tetap
bersandar pada kondor hukum yang telah ada dan masih berlaku.

Adapun produk-produk hukum yang mengatur mengenai penanggulangan
flu burung yang telah dikeluarkan cleh Menteri Kesehatan yakni Kepmenkes No.
1371/Menkes/IX/2005 tentang Penetapan Fiu Burung (Avian Influenza) sebagai
Penyakit yg dapat menimbulkan wabah serta Pedoman Penanggulangannya,
Kepmenkes No. 1372/Menkes/IX/2005, tentang Penetapan Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza), Kepmenkes No.

1643/Menkes/SK/XI1/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu
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Burung, Kepmenkes No. 756/Menkes/SK/X/2006 tentang Pembebasan Biaya
Pasien Penderita Flu Burung, Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/|V/2007 tentang
Penetapan Rumah Sakit  Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian
Influenza), dan Kepmenkes No. 155/Menkes/SK/IIZ007 tentang Pedoman
Penatalaksanaan Penderita Flu Burung di Rumah Sakit.

Selain itu, adanya kebijakan otonomi daerah, yakni pembagian tugas dan
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur
dalam UU Otonomi  Daerah menyebabkan pelaksanaan kewenangan
penanggulangannya bukan hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Menten Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU kesehatan merupakan implikasi
berakunya UU Otonomi Daerah terhadap penanggulangan flu burung yang
dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama menyangkut
pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sebagaimana diatur juga dalam Lampiran b, PP No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pamerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya. dalam pelaksanaan penanggulangan flu burung juga
memeriukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor sesuai dengan
tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 152
ayat (6) dan ayat (8) UL Kesehatan

Dari kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah itu, nyata
terlihat demikian luas lingkup tugas koordinasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Karena sifat dari penyakit flu burung yang dapat melintas batas pulau apalagi
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batas wilayah dalam satu daratan/pulau, sehingga dalam penanggulangannya
memeriukan kera sama yang serasi dan terpadu antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan dengan berbagai Departemen dan lembaga
pemenntahan non-departemen (lintas sektoral) terutama yang terkait dengan
kebijakan penanggulangan flu burung secara sektoral, sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaanya.

Sebagai contoh perlunya keordinatif pelaksanaan penanggulangan flu
burung oleh pemerintah dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
melalul Pepres No, 7 tahun 2006 tentang Komite Nasianal Pengendalian Flu
Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
serta Inpres No 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu
Burung (avian influenza). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa dalam
rangka pelaksanaan penanggulangan flu burung menteri-menteri terkait saling
berkoordinasi dengan pemerintah daerah, departemen terkait dan lembaga non-
departemen

Urgensi kewenangan pengaturan mengenai penanggulangan flu burung
adalah untuk mempertegas bahwa kewenangan ini bukan hanya menjadi tugas
dan tanggung jawab pemerintah pusat saja sebagal pengemban tugas service
public akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama Untuk mewujudkannya,
diperiukan keterpaduan (integration) yaitu penyatuan dari wewenang (fusion of
competences) antara unsur-unsur pemerintah, pemerintahan daerah dan
masing-masing Departemen dan lembaga non-departemen yang terkait yang
dilaksanakan secara koordinatif, yaitu kerjasama dalam pelaksanaan wewenang

yang bersifat mandirl (working together in the exertion of autonomous
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competences).'” Sehingga penanggulangannya dapat berjalan dengan baik
apabila unsur-unsur dimaksud sebagai kekuatan yang sinergi dan saling
mendukung untuk ikut mencegah dan menanggulanginya secara bersama-sama.

Dari semua uraian tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa
terdapat hubungan yang erat antara kewenangan pemerintah dalam mengatur
penanggulangan flu burung dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup
sehat. Hubungan tersebut dapat dilihat sejalan dengan semakin intensifnya
pemerintah ikut campur dalam berbagai segi kehidupan masyarakat terutama
dalam bidang kesehatan. Hal tersebut membawa konsekuensi semakin banyak
dan beragamnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai
wujud dari kewenangannya dalam mengatur bentuk-bentuk penyelenggaraan
kesehatan bagl masyarakat yakni salah satunya adalah penyelenggaraan
penanggulangan penyakit menular khususnya penyakit flu burung dalam rangka
memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat

Selain itu, sejalan dengan adanya otonomi daerah yakni pelimpahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk
mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
Dalam penanggulangan flu burung yang sifatnya transboundary perlu adanya
keterlibatan berbagai unsur sfakeholder, tidak hanya terbatas pada tingkat
pemerintahan dan pemerintah daerah saja, akan tetapi juga unsur non-
pemerntah  (prival  seclor) dan  masyarakat  (society), sehingga

penanggulangannya dapat beralan dengan baik apabila unsur-unsur dimaksud

"2 5 F. Marmun, dkk, Op Gt Rim. 310 - 312,
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sebagai kekuatan yang sinergi dan saling mendukung untuk ikut mencegah dan
menanggulanginya secara bersama-sama.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan penanggulangan flu burung tersebut
dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka diperlukan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi dalam menentukan standansasi tata kerja antar
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan para stakeholder sebagai
kekuatan yang sinergl dan saling mendukung dalam rangka penanggulangan flu
burung vyang didasarkan  pada asas  |egalitas . sehingga pelaksanaan
penanggulangannya akan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala maupun
hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dari penanggulangan
tersebut yang pada akhirnya memberikan jaminan terpenuhinya hak masyarakat
untuk hidup sehat dalam bentuk periindungan kesehatan masyarakat. Hal
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Dengan
demikian dari kewenangan tersebut masyarakat akan terlindungi dan terhindar
dari penularan penyakit flu burung sehingga malapetaka wabah yang ditimbulkan
tidak akan terjadi dan terciptalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Dan apabila derajat kesehatan masyarakat tinggi telah terpenuhi maka

kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.
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